
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR  160  TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA KECAMATAN PANDAAN 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalarn Pasal 142 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pandaan sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 
Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6402); 
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11. Pera tu ran Pemerintah N omor 12 Tah un 201 7 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 927); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ; 
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Menetapkan 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

20. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2023 Nomor 41 Seri E); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
204); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12); 

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2022 Nomor 112). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN 
PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 
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4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5 . Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6 . Rencana Kerja Kecamatan Pandaan yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Pandaan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

7 . Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pandaan yang selanjutnya disingkat 
RKA Kecamatan Pandaan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Kecamatan Pandaan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

Pasal 2 

Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan 
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 3 

Renja Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada 
Renstra Kecamatan Pandaan dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Pandaan tahun 
lalu. 

Pasal 4 

(1) Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 disusun dengan sistematika 
penyusunan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, 
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, 
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB V : PENUTUP. 

(2) Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
menjadi pedoman bagi Kecamatan Pandaan dalam menyusun RKA Kecamatan 
Pandaan. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 
Pejabat 

Sekretaris Daerah 
Asisten PKR 
Kepala 
Bappelitbangda 
Camat Pandaan 
Kabag Hukum 
Sekretaris Camat 
Pandaan 
Kabid 
Bappelitbangda 

Tanggal Paraf 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 2 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

             ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2023 
BUPATI PASURUAN,

          ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 160 
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1.1. Latar Belakang 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 160 Tahun 2023

TANGGAL:      2   AGUSTUS  2023

BABI 

PENDAHULUAN 

Renja Kecamatan Pandaan tahun 2024 merupakan penjabaran 

visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, 

serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. 

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas - tugas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari 

tahun- tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan 

demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan 

tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan 

tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya 

penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar 

dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak 

menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, disusun 

suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan 

pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan 

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

Kecamatan Pandaan. Kewenangan tersebut adalah dalam hal 

menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran 

dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam 

implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan 

sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan 

tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah. 

Renja Kecamatan Pandaan proses penyusunannya adalah 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan 



dalam Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

Adapun bagan alur kedudukan Renja dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

Rumusan 
Tujuan 
dalam 

l 
Rumusan 
sasaran 
renstraPD 

Kebijakan 
Nasional & 

Provinsi 

. . Evaluasi 
kinerja 

l 
Rumusan 

tujuan Renja ----+ 
PD 

i --
pelayanan 
PD 

Gambar 1.1 

Rumusan 
RenjaPD 

i 
RKA 
PD 

+ 
DPA 
PD 

Perumusan tujuan & sasaran rencana kerja perangkat daerah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja 

(Renja) Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah dokumen 

perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat 

dijabarkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Renja Kecamatan Pandaan merupakan dokumen yang secara 

substansial penerjemahan dari vis1, m1s1 dan program 

OrganisasiPerangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Kecamatan Pandaan sesuai arahan operasional 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 

2. Renja merupakan acuan Kecamatan Pandaan untuk memasukan 

program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan 

program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ; 



3. Renja Kecamatan Pandaan merupakan salah satu instrumen 

untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk 

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam 

Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan 

Pandaan pada Tahun 2024 ini merupakan tahun awal pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan 

Strategis (Renstra) Kecamatan Pandaan. 

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Pandaan merupakan 

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempumakan menjadi 

dokumen Renja Kecamatan Pandaan yang definitif. Dalam prosesnya, 

penyusunan Renja Kecamatan Pandaan mengacu pada kerangka 

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu 

penyusunan Renja Kecamatan Pandaan dapat dikerjakan secara 

simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan 

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan 

Pandaan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pandaan pada tahun 

- tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra 

Kecamatan Pandaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh 

mana kemampuan Kecamatan Pandaan dalam melaksanakan program 

dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja 

program dan kegiatan Renstra Kecamatan Pandaan, serta hambatan 

dan permasalahan yang dihadapi. .Selanjutnya dilakukan penyusunan 

dokumen Renja Kecamatan Pandaan sesuai dengan prioritas dan 

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah 

dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 

serta RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur. 

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Pandaan yang dilakukan 

melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang 

berurutan, mencakup: 

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Pandaan; 

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Pandaan 

1.2. Landasan Hukum 

Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 disusun atas dasar: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 

Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 



Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 44 21); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5233); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6 7 57); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 



Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ; 

14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Nasional; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifiksi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

21. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/ 11/2012, 

Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-

46 / MPP-PA/ 11/2011 ten tang Strategi Nasional ( stranas) Percepatan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). 

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2019-2024; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2005-2025; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2009-2029; 



27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 

Nomor 1 Tahun 2019 Tetang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10 

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 323); 

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

Kecamatan di Kabupaten Pasuruan; 

30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Renstra 

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; 

31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2024. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pandaan 

adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan tahun 2024, dalam rangka kelanjutan 

pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat 

mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Pandaan dan guna 

pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten 

Pasuruan. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pandaan adalah 

se bagai beriku t: 

1. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan daerah. 

2. Renja disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian 

sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan 

misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi 

Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Pandaan. 



1.4. Sistematika Penulisan 

Renja Kecamatan Pandaan disusun dengan sistematika penulisan 

sesuai lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 dengan outline sebagai berikut: 

BABI 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

Pendahuluan 

1. 1 Latar Belakang 

1.2 Landasan H ukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 

Pandaan Tahun Lalu 

Kecamatan 

2 .1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Kecamatan Pandaan 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal 

2 . 5 Penelaahan U sulan Program dan Kegiatan 

Masyarakat 

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

3 .1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 

3 .3 Program dan Kegiatan 

Rencana Kerja dan Pendanaan 

Penutup 



BAB II 

BASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah 

Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah 

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan 

Pandaan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau 

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu 

bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui 

suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Pandaan 

Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan 

dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau 

dilaksanakan oleh Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan melalui 

tabel 2 .1 berikut: 



Kode 
Uruaan/Bldan& Uruaan Pemerlntahan Daerah 

dan Program/ Keglatan/ Sub Keglatan 

1 2 
TARUII' 3019 DAlf amo 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 
PERKANTORA.N 
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

Peoyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

Penyediaan Alat Tulis Kantor 
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Penyediaan komponen in.stalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

Penyediaan Makanan dan Minuman 

Rapat-Rapat J<oordinasi dan Koosultasi Luar 
Daerah 

Penyediaan Jasa Perkantoran 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 
PRASARANA APARATUR 
Pengadaan Gedung Kantor 

Pen11adaan Kendaraan Dinas 
Pen11adaan Meubelair 
Pengadaan Peralatan Kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 

Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan 
Dinas/ Operasional 

Pemeliharaan Rutin/ berkala Pera.Iatan Kantor 

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATU 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkaoann 
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN 
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 
KEUANGAN 
Penvusunan LAKIP dan Lap0ran Keuan11an 
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 
PEMERINTAHAN 
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan 
l{elurallan Ku torejo 

Tabel 2 .1 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan 
Pencapruan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 

Kabupaten Pasuruan 

Target KlnerJ• Reallaasl Tar&et 
Target dan Reallaul KlnerJ• Program dan Keglatan 

Capalan Program / Klnerja Hull 
Tahun 2022 

lndlkator Klnerja Program / Keglatan Keglatan / Sub Program, Keluaran Target Perangkat Realleul Tlngkat 
/ Sub Keglatan Keglatan (Renstra Keglatan dan Daerah Tahun n-2 Perangkat Daerah Reallsul 

PD) Akhlr Perlode Subkeglatan s/d 
(2023) tahun 2021 

(2022) Tahun n-2 120221 (% 1 

3 4 5 6 7 8=(7 / 61 

Persentue pemenuhan pelayanan 200 % 200 % 
kantor 
Jumlah Rekening Yang dibayar 96 rek 96 rek 

Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan 204 orang 204 orang 
yang dibeti honor 

Jumlah Tenaga Kebersiha.n Kantor yang 60 orang 60 orang 
diberi honor 

Jumlah jenis belanja ATK yang dibeli 16 jenis 68 jenis 
Juutlah penyediaan barang cetakan dan 245 kali 248 kali 
penggandaan yang dilaksanakan 

Jumlah jenis belanja alat listrik yang 6 jenis 16 jenis 
dibeli 

Jumlah jenis belanja perlengkapan dan 3 jenis 3 jenis 
peralatan kantor yang dibeli 

Jumlah laporao pelaksanaru1 mamin 38 laporan 103 laporan 
rapat 

Jumlah aparatur yang melaksanakan 25 orang 65 orang 
perjalanan dinas luar daerah 

Jumlah Pegawai Non PNS yang dibeti 264 orang 264 orang 
honor 

Persentase sarana dan praaarana 200 % 200 % 
kondlsl balk 
Jumlal1 Geduug Kantor Yang dibangun 0 - gedung 
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 0 - unit 
Jumlah jenis pengadaan mebeular 2 ienis 2 ienis 
Jumlahjenis pengadaan peralatan kantor 5 jenis 5 jenis 

Jumlah jenis pemeliharaan yang I gedung 1 gedung 
dilaksanakan 

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 24 bulan 24 bulan 
yang dilaksanakan 

Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan 13 kali 20 kali 
kantor yang dilaksanakan 

Menlngkatnya dlslplln aparatur 100 % 100 % 
Jumlah pakaian dinas yB11R tersedia 20 Pe1lawai 20 Pegawai 
Menlngkatnya Kualltas Pelaporan 0 % % 
Klnerja 

Jumlah Lap0ran vanR disusun 0 lawran - Jap01'1lll 
Terlaksananya anggaran Dana 100 % 100 % 
Kelurahan 
Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan 4 kali 4 kali 

Perklraan Reallaaal Capalan Target 

Target Program, 
Renatra PD a/d Tahun Berjalan (20231 

Keglatan dan Sub 
Keglatan (Renja Reallsasl Capalan 

Tlngkat Capalan 
Tahun n- 1 20231 Program dan 

Keglatan s/ d tahun Reallaasl Target 

n- 1 (2023) Renatra (%1 

9 10•(5+7+9) lln(I0/4) 

200 % 100 

96 rek 100 

204 orang 100 

60 orang 100 

68 jenis 425 
248 kali 101 

16 jenis 267 

3 jenis 100 

103 laporan 271 

65 orang 260 

264 orang 100 

200 % 100 

-
-

2 ienis 100 
5 jenis 100 

1 gedung 100 

24 bulan 100 

20 kali 154 

100 % 100 

20 Pegawai 100 
% -

- lap0ran -
100 % 100 

4 kali 100 



Target Klnerja Reallusl Target 
Target dan Reallusl Klnerja Program dan Keglatan Perklraan Reallaasl Capalan Target 

Capalan Program / Klnerja Haall 
Tahun2022 

Target Program, 
Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023) 

Kode 
Urusan/Bldang Urusan Pemerlntaban Daerah Indlkator Klnerja Program / Keglatan Keglatan / Sub Program, Keluaran Target Perangkat Reallusl Tlngkat Keglatan dan Sub 

dan Program/ Keglatan/ Sub Keglatan / Sub Keglatan Keglatan (Renatra Keglatan dan Daerah Tahun n -2 Perangkat Daerah Reallaaal Keglatan (Renja Reallaaal Capalan 
Tlngkat Capalan PDI Akblr Perlode Subkeglatan a/d Tahun n-12023) Program dan 

(20231 tahun 2021 
(2022) Tahun n-2 (2022) (%) 

Keglatan a/d tahun Reallaasl Target 

n-1 (2023) Renstra (%1 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10z(5+7+9) 11=(10/ 4) 
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelura.han 6 kali 7 kali 7 kali 117 
Kelurahan J ogosari 

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelura.han 6 ka!i 5 kali 5 kali 83 
Kelurahan Pandaan 

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelmahan 4 kali 4 kali 4 kali 100 
KellJl'al1an Petungasd 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Ke! Kutorej Jumlal1 NPD yang dibuat oleb Kelural1an I kali . kali . kali . 

Pembangunan Sarana dan Pra.sarana Ke! J umlal1 NPD yang dibuat o\eh Kelura.han 1 kali . ka!i . kali . 
Jogosari 

Pembangunan Sarana dan Pra.sara.na Ke! J umlal1 NPD yang dibuat oleh Kelurahan 1 kali kali kali 
Pandaan 

Pembangunan Sara.na dan Prasara.na Kel Juntlal1 NPD yang dibuat oleh Kelura.han I kali ka li kali 
Petungas ri 

Pemberdayaan Masyarakat Kel Ku torejo Jumla h NPD yan g dibuat: oleh Kelu rahan I kali . ka li . kali 

Pemberdayaan Masyarakat Kel Jogosari Jumlal1 NPD yang dibuat oleh Keluraban 1 kali kali . kali . 

Pemberdayaan Masyarakat Kel Pandaan Jumlal1 NPD yang dibuat oleh Kelural1an 1 kali . kali . kali . 

Pemberdayaan Masyarakat Kel Petungasri Jumlal1 NPD yan g d ibuat oleh Kelurahan 1 kali kali . kali . 

PROGRAM KORDINASI PEMBERDAYAAN Menlngkatnya pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 
MASYARAKAT maavarakat 
Fasilitasi KeAiatan Sosia l Masvarakat Jumlal1 Manaqib yang dilaksanakan 10 kali 9 kali 9 ka li 90 
PROGRAM FASILITASI PEMERINTA.HAN Terlaksana.nya faallltaal 100 % 100 % 100 % 100 
KECAMATAN 
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Terlaksananya Kegiatan Peringatan I kali 1 kali 1 lmli 100 
Kccamatan HlJTKemerdekaan RI 

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARA.AN Tlngkat penyelesalan kasua 100 % 100 % 100 % 100 
KETENTRAMAN DAN KETERTfflAN UJICIJM krlmlnalltas 

Koordinasi Penyelnggara.n Keten traman dan J umlah rapat koord.inasi ketentraman 4 kali 4 kali 4 kali 1.00 
Ketertiban Kecamatan dan ketertiban yang dilaksanakan 

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARA.AN Menlngkatnya koordlnasl 100 % 100 % 100 % 100 
PEMERINT AHAN DESA/KELURA.HAN 

Koordinas i dan Pembinaan Penyelenggaraan Jumlal1 pembinaan pemberdayaan yang 1 ka li 1 kali 1 kali JOO 
Pemerintaha11 Desa/ I<elural1an dilaksanakan 

TAHUlfamG 
PROGRAM PENYELENGOARA.AN Nila! IKM 86,75 skor 87 skor 87 akor 100 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
KECAMATAN PANDAAN 

NilaiSAICTP 60,6 nilai 71 nila i 7 1 nilai 117 
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan J umla h NPD yang dibuat oleh Ke!ura.han 5 kali 6 kali 6 kali 120 
Kelurahan Kutorejo 

Pen.ingkatan Kapasitas Pemerintah a11 J umlah NPD ya11g dibuat oleh l{eluraban 5 kali 6 kali 6 kali 120 
Kelurahan Jogosari 

Peningkatan Kapasitas Pemerintaban Jum!al1 NPD yang dibuat oleh Kelurahan 5 kali 6 kali 6 kali 120 
Kelura.ha11 Pa11daan 



Target Klnerja Reallaa.sl Target 
Target dan Reallsasl Klnerja Program dan Keglatan Perklraan Reallaasl Capalan Target 

Capalan Program / Klnerja Basil 
Tahun 2022 

Target Program, Renatra PD a/d Tahun Berjalan (2023) 

Koda Urusan/Bldang Urusan Pemerlntaban Daerah Indlkator Klnerja Program / Keglatan Keglatan / Sub Program, Keluaran Target Perangkat Reallaasl Tlngkat Keglatan dan Sub 
dan Prog,am/ Keglatan/ Sub Keglatan / Sub Keglatan Keglatan (Renatra Keglatan dan Daerah Tabun n -2 Perangkat Daerab Reallsasl Keglatan (Renja Reallsaal Capalan 

Tlngkat Capalan PD) Akhlr Perlode Subkeglatan a/d Tahun n-1 20231 Program dan 
(20231 tabun 2021 

(2022) Tabun n -2 (2022) (%) Keglatan s/d tahun Reallsasl Target 

n-1 (20231 Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7 / 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/ 4 ) 
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Jumlah NPD yang dibuat oleh Ke!urahan 5 kali 6 kali 6 ka1i 120 
Kelurahan Petungasri 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Ke! Kutorej Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan 5 kali kali kali . 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Ke! Jogosru Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan 5 ka!i . kali . kali . 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Ke! Pandaa Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan 5 kali kali . kali 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Ke! Petungi Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahru1 5 kali . kali kali . 

Pemberclayaan Masyarakat Ke! Kutorejo Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelural1an 5 kali l kali I kali 20 

Pemberdayaan Masyarakat Ke! Jogosari Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan 5 kali 1 kali 1 kali 20 

Pemberdayaan Masyan,kat Ke! Panclaan J u mla h NPD yang dibuato!eh Kelurahan 5 kali 2 kali 2 kali 40 

Pemberdayaan Masyarakat Ke! Petungasri Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelw-aba.n 5 kali 1 kali 1 kali 20 

Penyusunan IAKIP dan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Kinerja dan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 
Laporan Keuangan 

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilni- Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT 1 kali 1 kali 1 kali 100 
nilai Luhur Budaya Bangsa Kemerdekaan RI 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah lembaga masyarakat yang 18 Lembaga 18 Lembaga 18 Lembaga 100 
DESA/KELURAHAN KECAMATAN PANDAAN terblna 

Persentase usulan musrenbang yang 80 % 80 % 80 % 100 
terfasllltasl 

Fasilitasi Kegistan Sosial Masyarakat Jumlal1 Kegiatan Mauaqib yang 4 kali 4 kali 4 kali 100 
dilaksanakan 

Koordinasi Pembeniavaan Masyarakat J umlah Pelatihan van11 dilaksanakan 1 kali 1 kali 1 kali 100 
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Raslo Jumlah kejadlan yang 100 % 100 % 100 % 100 
UMUM KECAMATAN terfaallltasi terhadap jumlah kejadlan 

sesual dengan kewenangan kecamatan 

Peningkatan Ke1jasama dengan aparat Jumlah rapat evaluasi penuasalal1an 2 kali 2 kali 2 kali 100 
keamanan dalam pencegahan kejal1atan keamanan dan ketertiban yang 

dilaksanakan 

TABUK:.I021 . 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuhan penunjang 100 % 84 % 84 % 84 
PEMERJNTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA urusan pemerlntaban 
Admlnlstrasl Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuban admlnlstrasl 100 % 100 % 100 % 100 

keuan.,.n kantor 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlal1 Orang yang Menerima Gaji dan 34 orang 34 orang 34 orang 100 

Tunjangan ASN 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Togas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 16 dokumen 16 dokumen 16 dokumen 100 
ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 
Pengujian/ Verilikasi Keuangan SKPD Penguj ian/ Verifikasi Keuangan SKPD 

Admlnlstrasl Kepegawalan Perangkat Daerab Persentase pemenuban admlnlstrasl 100 % 100 % 100 % 100 
keoe.,awaian kantor 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut J umlah Paket Pakaian Dinas beserta 6 Paket 6 Paket 6 Paket 100 
Kelengkapannya Atribu t Kelengkapan 



Target Klnerja Reallaul Target 
Target dan ReaUsul Klnerja Program dan Keglatan Perldraan ReaUsasl Capalan Target 

Capalan Program / Klnerja Rull 
Tahun~2 

Target Program, 
Renstra PD a/d Tahun Berjalan (~3) 

Kode Urusan/Bldang Uruun Pemerlntahan Daerah Indlkator Klnerja Program / Keglatan Keglatan / Sub Program, Keluaran Target Perangkat Reallusl Tlngkat Keglatan dan Sub 
dan Program/ Keglatan/ Sub Keglatan / Sub Keglatan Keglatan (Renatra Keglatan dan Daerah Tahun n -2 Perangkat Daerah Reallaaal Keglatan (Renja Reallual Capalan 

Tlngkat Capalan 
PD) Akhlr Perlode Subkeglatan a/d Tahun n -1 2023) Program dan 

(2023) tahun 2021 
(2022) Tahun n -2 (2022) (%) Keglatan s/d tahun Reallusl Target 

n-1 (2023) Renstra ("/ol 

I 2 3 4 5 6 7 8=(7 / 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/ 4) 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasark,m Jumlah Pegawai Berdasarkan Togas dan 0 pegawai . pegawai . pegawai . 
Togas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pe!atihan 

Admlnlstraal Umum Perangkat Daerah Persentue pemenuhan aarana kantor 100 % 100 % 100 % 100 
Penyediaan Komponen lnstalasi Jumlah Paket Komponen lnstalasi 10 Paket 10 Paket 10 Paket JOO 
Lisnik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Pera!atan dan 15 Paket 15 Paket 15 Paket JOO 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor J u mlah Paket Baban Logistik Kant.or 20 Paket 20 Paket 20 Paket JOO 
yang 
Disecliakan 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100 
Penggandaan yang Disediakan 

Penyelenggaraan Rapat Koorclinasi dan JumJah Laporan Penyelenggaraan 30 laporru1 6 laporan 6 laporru1 20 
I<onsultasi SKPD Rapat 

Koordinasi dan Konsu ltasi SI<PD 

Pengadaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Persentaae pemenuhan pengadaan 100 % 100 % 100 % 100 
Uruaan Pemerlntah Daerah barant: mlllk daerah 
Pengadaan Mebel Jumlab Paket Mebel vru111 Dise.diakan 2 Paket 2 Paket 2 Paket JOO 
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jum.lah Unit Gedung Kantor atau 1 unit I unit I u nit 100 
Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan 

Pengadaan Samoa dan Prasarana Gedung J u mJab Unit Sarana dan Prasarana 8 unit 8 unit 8 unit 100 
Kantor atau Bangunan Lainnya Gedtmg Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

Penyedlaan Jau Penunjang Uruun Persentaae pemenuhan jaaa penunjang 100 % 100 % 100 % 100 
Pemerlntahan Daerah uruun oemerlntah daerah 
Penyediaau Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air J u mJah Laporan Penyediaan Jasa 49 laporan 49 laporan 49 !aporan 100 
dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisllik 

yru1g Disecliakan 

Pemellharaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Persentase pemenuhan pemellharaan 100 % 100 % 100 % 100 
Uruaan Pemerlntahan Daerah B111D penunjang urusan pemerlntah 

de.erah 
Penyed iaan Jasa Pemelihru-aan, Bia ya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 2 unit 2 unit 2 unit 100 
Pemelihru-aan dan Pajak Kendaman Peroraugan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

Pemeliharaan/ Rehabili tasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 unit 1 unit 1 unit 100 
Bangunru1 Lain.nya Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Pras= Gedung 8 unit 4 unit 4 unit 50 
Prasarru1a Gedung Kantor atau Bangunan Kfil1tor a tau Bangunan Lainnya yang 
Lainnya Dipelihara / Direhabilitasi 

PROGRAM PENYELENOGARAAN Persentue penyelenggaraan keglatan 100 % 100 % 100 % 100 
PE.MERINTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK oemerlntahan dlkecamatan 
Koordlna■I Penyelengguaan Keglatan Peraentase penyelengguaan keglatan 100 % 100 % 100 % 100 
Pemerlntahan di Tlnuat Kecamatan pemerlntahan di kece.matan 
Koordinasi/ Sinergi Perencfil1aan dan Jumlah Lapomn Koordinasi/ Sinergi 1 laporan 1 laporan 1 laporau 100 
Pelaksanaaa Kegiatan Pemerintahan dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 
Peraugkat Daerah dan lnstansi Vertikal Terkait Pemerintaban dengan Peraugkat Daerah 

dan lostansi Vertika.l Terkait 



Target Klnerja Reallsasl Target 
Target dan Reallsasl Klnerja Program dan Keglatan Perklraan Reallsasl Capalan Target 

Capalan Program / Klnerja Basil 
Tahun 2022 

Target Program, 
Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023) 

Kode Urusan/Bldang Urusan Pemerlntahan Daerah Indlkator Klnerja Program / Keglatan Keglatan / Sub Program, Keluaran Target Perangkat Reallsasl Tlngkat Keglatan dan Sub 
dan Prog,am/ Keglatan/ Sub Keglatan / Sub Keglatan Keglatan (Renatra Keglatan dan Daerah Tahun n -2 Perangkat Daerah Reallsasl Keglatan (Renja Reallsasl Capalan 

Tlngkat Capalan PD) Akhlr Perlode Subkeglatan ■/d (2022) Tahun n -2 (2022) (%) 
Tahun n-1 2023) Program dan 

Reallsasl Target (2023) tahun 2021 Keglatan s/d tahun 
n-1 (2023) Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=/7 / 6) 9 10=(5+7+9) lle/10 / 4) 
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pernerintahan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100 
di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Jumlah Dokurnen Peningkatan Efektifitas 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 
di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jogosari Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Jogosari 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Jum!ah Dokurnen Peningkatan Efektifitas 4 dokumen 4 dokumen 4 dokmncn 100 
di Tingkat Kecarnatan Kelurahan Pandaan Kegiatan Pernerintahan di Tingkat 

Kecarnatan Kelurahan Pandaan 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Jumlah Dokurnen Peningkatan Efektifitas 4 dokumen 4 dokumcn 4 dokurnen 100 
di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Kutorejo 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaban Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 
di Tingkat Kecamatan Kelurahan Petungasri Kegiatan Pemerintah.an di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Petungasri 

Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan yang Persentase keglatan kemuyarakatan 100 % 100 % 100 % 100 
tldak Dllaksanakan oleh Unit Kerja yang terfasllltasl 
Peran•kat Daerah van" ada di Kecamatan 
Pen.ingkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan J umlah Laporan Pen.ingkatan Efektifitas 5 laporan 5 laporan 5 laporan 100 
kepada Masyarakat di Wilayah Kecarnatan Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah lembaga masyarakat yang 100 % 92 % 92 % 92 
DESA DAN KELURAHAN dlblna 
Koordlnul Keglatan Pemberdayaan Desa Persentase keglatan pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 

maavarakat van• terfaslllta■I 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pem berdayaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 3 laporan 3 laporan 3 laporan 100 
Masyarakat di Wilayah Kecamata11 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

Keglatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase keglatan pemberdayaan 100 % 85 % 85 % 85 
muyarakat kelurahan yang 
dllakaanakan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jmnlah Sarena dan Prasarana Kelurahan 5 unit 2 unit 2 unit 40 
Ke! Jogosari yang Terbangun 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan jumlah sarana prasarana kelurahan yang 3 unit 3 unit 3 unit 100 
Ke! Pandaan d ibangun 

Pembangunan Sarana dan Prasaran.a. Kelurahan jumlah sarana prasarana kelurahan yang 4 unit 4 unit 4 unit 100 
Ke! Ku torejo dibangun 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluraha11 jumlah sru-ana. prasarana kelurahan yang 4 unit 4 unit 4 unit 100 
Ke! Petungasri dibangun 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ke! Jumlah Pokmas dan Ormas yang 3 pokmas 2 pokmas 2 pokmas 67 
J ogosari Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurah an Jogosati 

Pemberdayaat1 Masyarakat di Kelurahan Ke! Jumlah Pokmas dan Ormas yang 4 pokmas 4 pokmas 4 pokmas 100 
Pandaau Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurah an Pandaan 



Kode 

7 
7.01 
7 .01.01 

7.01 .01 .2.02. 

7.01.01.2.02.01 

Urusan/Bldang Urusan Pemerlntahan Daerah Indlkator Kinerja Program/ Keglatan 
dan Program/ Keglatan/ Sub Keglatan / Sub Keglatan 

2 
Pemberdayaan Masyara.kat di Keluraban Ke! 
Kutorejo 

Pemberdayaan Masyarakat di Keluraban Ke! 
Petungasri 

3 
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan Kutorejo 

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan Petungasri 

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Raalo Jumlah kejadlan yang 
KETERTIBAN UMUM terfasllltul terhadap jumlah kejadlan 

seaual dengan kewenangan kecamatan 

Koordlnu l Upaya Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertlban Umum 

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 
Jnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Hannonisasi hubungan dengan tokoh agama 
dan tokoh masyarakat (kecamatan) 

Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama 
dan tokob masyarakat (keluraban Jogosari) 

Hannonisasi hubungan dengan tokoh agama 
dan tokoh masyarakat (kelurahan Pandaan) 

Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama 
dan tokoh masyarakat (kelurahan Kutorejo) 

Hannonisasi hubungan dengan tokoh agama 
dan tokoh masyarakat (kelurahan Petungasri) 

Uruaan Kewilayahan 
Bldang Urusan Pemerlntahan Daerah 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTABAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Admlnlatrasl Keuangan Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Persentue koordlnul ketentraman 
dan ketertlban umum yang 
dllakaanakan aeaual dengan 
kewenan n kecamatan 
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara Republik lndonesia, 
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 
Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Harmonisasi Hubungan dengan Tokob 
Agama dan Tokoh Masyarakat 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 
Agama dan Tokoh Masyarakat Ke! 
Jogosari 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 
Agama dan Tokoh Masyarakat Ke! 
Pandaan 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 
Agama dan Tokoh Masyarakat Ke! 
Kutorejo 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Harmonisasi Hubuugan dengan Tokoh 
Agama dan Tokoh Masyarakat Ke! 
Petungasri 

Peraentue pemenuhan penunjaug 
uruaan pemerlntahan 

Peraentaae pemenuhan admlnlatraal 
keuangan kantor 

Jumlah Orang yang Menerima Gajl dan 
Tunjangan ASN 

Target Klnerja 
Capalan Program / 

Keglatan / Sub 
Keglatan (Renatra 
PD) Akhlr Perlode 

(2023) 

4 
1 pokmas 

7 pokmas 

100 % 

100 % 

4 Laporan 

5 Laporan 

2 Laporan 

2 Laporan 

2 Laporan 

2 Laporan 

200 % 

200 % 

68 orang 

Reallaul Target 
Klnerja Hull 

Program, Keluaran 
Keglatan dan 

Subkeglatan a/d 
tahun 2021 

5 

pokmas 

5 pokmas 

100 % 

100 % 

4 Laporan 

5 Laporan 

2 Laporan 

2 Laporan 

2 Laporan 

2 Laporan 

Target dan Reallaasl Klnerja Program dan Keglatan 
Tahun 2022 

Target Perangkat 
Daerah Tahun n -2 

(2022) 

6 

100 % 

100 % 

34 orang 

Reallsasl 
Perangkat Daerah 
Tahun n -2 (2022) 

7 

100 % 

100 % 

31 orang 

Tlngkat 
Reallsul 

(%) 

8=(7 6 

100,00 

100,00 

91,18 

Target Program, 
Keglatan dan Sub 
Keglatan (Renja 
Tahun n -12023) 

9 

100 % 

100 % 

34 orang 

Perklraan Reallaasl Capalan Target 
Renatra PD s/d Tahun Berjalan (2023) 

Reallaul Capalan 
Program dan 

Keglatan s/d tahun 
n-1 (2023) 

10=(5+7+9) 

1 pokmas 

5 pokmas 

100 % 

100 % 

4 Laporan 

5 Laporan 

2 Laporan 

2 Laporan 

2 Laporan 

2 Laporan 

200 % 

200 % 

65 orang 

Tlngkat Capalan 
Reallaul Target 

Renstra (%) 

11= 10 4 

JOO 

71 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

96 



Target Klnerja Reallaasl Target 
Target dan Reallaasl Klnerja Program dan Kegiatan Perklraan Reallaa.sl Capalan Target 

Capalan Program / Klnerja Hull 
Tahun 2022 

Target Program, 
Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023) 

Kode 
Urusan/Bldang Urusan Pemerlntahan Daerah Indlkator Klnerja Program / Kegiatan Keglatan / Sub Program, Keluaran Target Perangkat Reallsasi Tlngkat Kegiatan dan Sub 

dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan (Renatra Kegiatan dan Daerah Tahun n-2 Perangkat Daerah Reallsasl Kegiatan (Renja Reallsa•I Capalan 
Tlngkat Capalan 

PD) Akhlr Perlode Subkeglatan •Id (2022) Tahun n -2 (2022) (%) 
Tahun n -1 2023) Program dan 

Reallsasl Target 
(2023) tahun 2021 Kegiatan s/d tahun 

n -1 (2023) Renstra (%1 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7 / 6) 9 10=(5+7+9) 11 ~(10 / 4) 

7.01.01.2 .02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Togas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 28 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100,00 16 dokumen 28 dokumen. 100 
ASN Admin.istrnsi Pelaksanaan Togas ASN 

7 .01.01.2 .02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausabaan. dan 24 dokumen 12 dokwnen 12 dokumen 100,00 12 dokumen 24 dokumen 100 
Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

7.01.01.2.05, Admlnlstrasl Kepegswalan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan admlnlstrasl 200 % 100 % 100 % 100,00 100 % 200 % 100 
kenenwalan kantor 

7.01 .01 .2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keleng Jumlab Paket Pakaian Dinas beserta 11 Pa:ket 11 Paket 11 Paket 100,00 0 Pa:ket 11 Pa:ket 100 
Atribut Kelengkapan 

7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatih an Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 31 pegawai 3 1 pegawai 31 pegawai 100,00 O pegawai 31 pegawai 100 
Tugas dan FWJgsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan 

7.01.01.2.06. Admlnlstraal Umum Perangkat Daerah Peraentase pemenuhan aarana kantor 200 % 100 % 100 % 100,00 100 % 200 % 100 
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen lnstalasi Jumlab Pa:ket Komponen lnstalasi 12 Paket 2 Paket 2 Paket 100,00 10 Paket 12 Paket 100 

Listrilc/ Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 16 Paket 1 Paket l Pa:ket 100,00 15 Paket 16 Paket 100 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

7 .01.01.2 .06.04 Penyediaan Saban Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 22 Paket 2 Paket 2 Paket 100,00 20 Paket 22 Paket 100 
yang 
Disedia:kan 

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlab Paket Barang Cetakan dan 4 Pa kct 2 Paket 2 Paket 100,00 2 Pa:ket 4 Paket 100 
Penggandaan yang Disediakan 

7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlab Dokumen Bahan Bacaan dan 12 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0,00 12 dokumen 12 dokumen 100 
Perundang-undangan Peratu ran Perundang-Undangan yang 

Discdiakan 

7.01.01.2 .06.08 Fasilitasi Kunjungan Ta.mu Jwnlah Lapora.r1 Fasilitasi Kunjtmgan 24 laporan 12 laporan 12 laporan 100,00 12 laporan 24 laporan 100 
Ta.mu 

7.01.01.2 .06.09 Penyelenggaraan Ra.pat Koordinasi dan J u mlab J,aporan Penyelenggaraan 42 laporan 12 laporan 12 laporan 100,00 30 laporan 42 laporan 100 
Konsultasi SKPD Rapat 

Koordi.nasi dan Konsultasi SKPD 

7 ,01.01.2.07, Pengadasn Barang Mlllk Daerah Penunjang Persentaae pemenuhan pengsdasn 200 % 100 % 87,50 % 87,50 100 % 187,5 % 94 
Urusan Pemerlntah Daerah baran.: mlllk daerah 

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlab Pa:ket Mebel yang Disedialcan 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0 Paket 

7 .0!.01.2 .07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Unit Gedung Kantor atau 0 wlit 0 unit 0 Ulllt 0,00 0 unit 0 unit 
La.innya Bangunan Lainnya yang Disediakan 

7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 8 Ulllt 8 unit 7 unit 87,50 0 unit 7 unit 88 
Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

7 .01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase pemenuhan jasa pemmjang 200 % 100 % JOO% 100,00 100 % 200 % 100 
Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerab 

7.01.01.2 .08.02 Penyediaan Jasa Kornunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa 24 laporan 12 laporan 12 laporan 100,00 12 laporan 24 laporan 100 
dan Listrik Komunikasi, Surnber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

7.01.01.2.09. Pemellharaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Persentase pemenuhan pemellharaan 200 % 100 % 100 % 100,00 100 % 200 % 100 
Urusan Pemerlntahan Daerah BMD penunjang urusan pemerlntah 

daerah 



Target Kioerja Reallsasl Target 
Target dao Reallsasl Kloerja Program dao Keg:latao Perklraao Reulaasl Capalao Target 

Capalao Program / Kioerja Hasll 
Tahuo 2022 

Target Program, 
Reostra PD s/d Tahuo Berjalao (2023) 

Kode Urusao/Bldang Urusao Pemerlotahao Daerah Indlkator Kloerja Program / Keg:latao Keg:latao / Sub Program, Keluaran Target Perangkat Reallaasl Tlogkat Keg:latao dan Sub 
dan Program/ Keg:latan/ Sub Keg:latan / Sub Keg:latao Keg:latao (Reostra Keg:latao dao Daerah Tahuo o -2 Perangkat Daerah Reallsasl Keg:latao (Renja Reallsasl Capalan 

Tlogkat Capalao 
PD) Akhlr Perlode Subkeg:latan s/d Tahun o-1 2023) Program dao 

(2023) tahun 2021 
(2022) Tahun n -2 (2022) (%) Keglatan s/d tahun Reallsasl Target 

o -1 (2023) Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7 / 6) 9 10=(5+7+9) l 1=(10 / 4) 
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 8 unit 4 unit 4 unit 100,00 4 unit 8 unit 100 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemrangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dinas a.tau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara clan d.ibayarkan Pajaknya 

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 3 unit 2 unit 2 unit 100,00 1 unit. 3 unit 100 
Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/ Rebabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana clan Prasamna Gedung 12 unit 8 unit 8 unit 100,00 4 unit 12 unit 100 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor a tau Bangunan Lainnya yang 
Lainnya Dipelihara / Direhabilitasi 

7.01.02 PROGRAMPENYELENOOARAAN Persentase Peoyeleoggaraao 200 % 100 % 100 % 100,00 100 % 200 % 100 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelayaoan Publlk yang Balk 

7 .01.02.2.01. Koordloasl Penyeleoggaraan Keg:latan Perseotase peoyeleoggaraan keglatao 200 % 100 % 100 % 100,00 100 % 200 % 100 
Pemerlntahan di Tln2kat Kecamatao I vemerlotahan di kecamatao 

7.01.02.2.01.01 Koord.inasi/Sinergi Perencanaan dan J umlah Laporru1 Koordinasi/ Sinergi 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100,00 1 laporan 2 laporan 100 
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegjatan 
Perangkat Daerah clan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 

clan Instansi Vertikal Terkait 

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Jumlah Dokurnen Peningkatan Efektifitas 2 dokumen 1 dokumen l clokumen 100,00 1 dokumen 2 clokumen JOO 
di Tingkat Kecarnatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

7 .01.02.2 .01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 2 dokumen l dokumen 1 dokumen 100,00 l dokumen 2 dokurnen 100 
di Tingkat Kecamata.n Kelurahan Jogosa.ri Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Jogosru·i 

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegia.tan Pemerintaha.n Jumla h Dokumen Peningka.tan Efektifitas 2 dokumen l dokumen 1 dokumen 100,00 1 dokumen 2 dokumen 100 
di Tingka.t Kecamatan Kelurahan Pandaan Kegiatan. Pemerintahru1 di Tingka.t 

Kecarnatan Kelurahru1 Pandaan 

7 .01.02.2 .01.02 Pen.ingkatan Efektifitas Kegiatan Pernerintaban Jumla.h Dokurnen Peningkatan Efektifitas 2 clokumen 1 dokumen 1 dokurnen 100,00 1 dokurnen 2 dokumeu 100 
di Tingkat Kecamat.an Kelurahan Kutorejo Kegia.tan Pemerintahan di Tingka.t 

Kecamatan Kelurahan Kutorejo 

7.01.02 .2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerint.ahan Jumlah Dokurnen Peningkatan Efektifitas 2 doku men l dokumen l dokumen 100,00 1 dokumen 2 dokumen 100 
di Tingkat Kecarnata.n Kelurahan Petunga.sri Kegiatan Pemerintahan di Tingka.t 

Kecamatan Kelurahan Petungasri 

7 .01.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Persentase kegia.tan kema.syru'Rkatan 100 % 100 % 100 % 100,00 0% 100 % 100 
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat yang t.erfu.silitasi 
Daerah yang ada di Kecama.tan 

7 .01.02.2.02.03 Peningka.tan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Jurnlah Laporan Peningkatan Efektifitas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100,00 0 laporan 1 laporan 100 
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksana.a.n Pelayanan kepada. 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase Deaa/Kelurahao yang 200 % 100 % 100 % 100,00 100 % 200 % 100 
DESA DAN KELURAHAN Terbloa deogao Balk 

7 .01.03.2.01. Koordloasl Keglatan Pemberdayaan Desa Peraentase keglatan pemberdayaan 200 % 100 % 100 % 100,00 100 % 200 % 100 
masyarakat yang terfasllltasi 

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaru1 Jurnlah Laporan Pettingkatan Efektivitas 4 laporan 2 Japoran 2 laporan 100,00 2 la.poran 4 laporan 100 
Masyarakat di Wilayah Kecarna.t.an Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka.t di 

Wilayah Kecarnatan 



Target Klnerja Reallaasl Target 
Target dan Reallsasl Klnerja Program dan Kegiatan Perklraan Reallsasl Capalan Target 

Capalan Program / Klnerja Basil 
Tahun 2022 

Target Program, 
Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023) 

Kode 
Urusan/Bldang Urusan Pemerlntahan Daerah Indlkator Klnerja Program / Kegiatan Kegiatan / Sub Program, Keluaran Target Perangkat Reallaasl Tlngkat Kegiatan dan Sub 

dan Progam/ Keglatan/ Sub Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan (Renatra Kegiatan dan Daerah Tahun n-2 Perangkat Daerah Reallsasl Kegiatan (Renja Reallsasl Capalan 
Tlngkat Capalan 

PD) Akhlr Perlode Subkegiatan a/d (2022) Tahun n -2 (2022) (%) 
Tahon n-12023) Program dan 

Reallsasl Target 
(2023) tahun 2021 Kegiatan a/d tabun 

n-1 (20231 Renatra (%1 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7 / 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/ 4) 
7.01.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peraentaae kegiatan pemberdayaan 200 % 100 % 100 % 100,00 100 % 200 % 100 

masyarakat kelurahan yang 
dllaksanakan 

7 .01.03.2.02 .02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kclurahan 11 u nit 4 unit 4 unit 100,00 7 unit 11 unit 100 
Ke! Jogosari yang Terbangun 

7 .01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan j umlah sarana prasarana kelu ra.han yang 7 unit 3 unit 3 unit 100,00 4 unit 7 unit 100 
Kel Pandaan dibangun 

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasaran a Kelurahan jumla h sarana prasarana kelu ra.han yang 10 unit 4 uni t 4 unit 100,00 6 unit 10 unit 100 
Ke! Kutorejo dibangun 

7.01.03.2 .02 .02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan jumla.h sarar,a, prasa.rana kelu rahan yang 8 unit 4 u nit 4 unit 100,00 4 unit 8 unit 100 
Ke! Petungasri dibangun 

7.01.03.2.02 .03 Pemberdayaru1 Masyarakat di Kelu rahan Ke! Jumla h Pokrnas dan Ormas yang 2 pokmas I pokmas l pokmas 100,00 l pokmas 2 pokmas 100 
Jogosari Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelu raha11 Jogosrui 

7.01.03.2 .02 .03 Pemberdayaa11 Masyarakat di Kelura.hall Ke! J umlah Pokmas dan Ormas yang 2 pokrnas 1 pokmas 1 pokrnas 100,00 1 pokrnas 2 pokmas 100 
Pandaan Melaksanakru1 Pem berdayaan 

Masyarakat di Kelura.hall Pandaan 

7 .01 .03.2 .02 .03 Pemberdayaao Masyarakat di Kelura.han Ke! J umlah Pokmas dan Ormas yang 2 pokmas 1 pokmas 1 pokmas 100,00 I pokmas 2 pokmas 100 
Kutorejo Melaksrulakan Pemberdayaall 

Masyarakat di Kelura.han Kutorejo 

7.01.03.2.02 .03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelu rahrul Ke! Jumla.h Pokmas dan Ormas yang 2 po kmas 1 pokmas 1 pokmas 100,0 0 l pokmas 2 pokmas 100 
Petungas ri Melaksru1akan Pem berdayaan 

Masyarakat di Kelwahan Petungasri 

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase Pelayanan Ketentraman 190 % 100 % 100 % 100,00 90 % 190 % 100 
KETERTIBAN UMUM dan Ketertlban Umum yang 

berkualltas 
7.01.04,2.01. Koordlnasl Upaya Penyelenggaraan Persentase koordinasl ketentraman 200 % 100 % 100 % 100,00 100 % 200 % 100 

Ketenteraman dan Ketertlban Umum dan ketertlban umum yang 
dilaksanakan aesual dengan 
kewenann.n kecamatan 

7 .0 1.04.2 .01.01 Sinergitas dengan l<epolisian Negara Repu blik J um lah Laporan Basil Sinergitas dengan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00 1 Laporan 3 Laporan 100 
Indonesia, Tentsra Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repu blik Indonesia, 
lnstansi Vertikal di Wilaya.h Kecamatan Tentara Nasional Indonesia dan lnstansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

7 .01.04.2 .01.02 Harmonisasi hubungan dengan t.okoh agan1a J u m lah Laporan Pelaksaflaall l Laporan l Laporan l Laporan 100,00 0 Laporan l Laporall 100 
dan tokoh masyarakat (kecamatan) Harmorusasi Hubunga,1 deng= Toko.h 

Agama dan Toko.h Masyarakat 

7.01.04.2 .0 1.02 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agan1a J u mlah Lapo= PelaksanaaJl l Laporan 1 Laporru1 1 Laporru1 100,00 0 Laporan 1 Laporan JOO 
dan tokoh masyarakat (kelurahan Jogosari) Harmonisasi 1-Jubungan dengan Tokoh 

Agama dan Tokoh Masyarakat Ke! 
Jogosari 

7.01.04.2.01.02 Hannonisasi hubungan dengan toko.h agama Jumlah Laporan PelaksanaaJl 1 LapoTall 1 LapoTall 1 Laporru1 100,00 0 LapoTall 1 Laporan 100 
dan tokoh masyarakat (kelu rahan Pa11daru1) Harmonisasi Hu bungan dengan Toko.h 

Agama dan Tokoh Masyarakat Ke! 
P=daan 

7.0l.04.2.0 1.02 Harmonisasi bubungan dengan tokob agama Jumla.h Laporru1 Pelaksanaan l LapoTall 1 Laporan 1 Laporan 100,00 0 Lapora11 1 Laporan 100 
dan tokoh masyarakat (keluralUUl Ku torejo) Harmonisasi Hubunga.t1 den gan Tokoh 

Agama dall Tokoh Masyarakat Ke! 
Ku torejo 



Target Klnerja Reallaul Target 
Target dan Reallaasl Klnerja Program dan Keglatan Perldraan Reallaasl Capalan Target 

Capalan Program / Klnerja Hull 
Tahun 2022 

Target Program, 
Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023) 

Kade Urusan/Bldang Urusan Pemerlntahan Daerah Indlkator Klnerja Program / Keglatan Keglatan / Sub Program, Keluaran Target Perangkat Reallaasl Tlngkat Keglatan dan Sub 
dan Progrun/ Keglatan/ Sub Keglatan / Sub Keglatan Keglatan (Renstra Keglatan dan Daerah Tahun n-2 Perangkat Daerah Reallsasl Keglatan (Renja Reallaaal Capalan 

Tlngkat Capalan 
PD) Akhlr Perlode Subkeglatan a/d (20221 Tahun n -2 (2022) (%1 

Tahun n-12023) • Program dan 
Reallaasl Target 

(2023) tahun 2021 Keglatan s/d tahun 
Renstra (%1 n-1 (2023) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7 / 6) 9 10•(5+7+9) U:(10 / 41 
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi hubungan dengan tnkoh agama Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 0 Laporan 1 Laporru1 100 

dan tokoh masyarakat (kelurahan Petungasri) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 
Agama dan Tokob Masyarakat Ke! 
Petuogasri 

7.0 1.04.2.02 . Koordinasi Peoerapan dan Penegakan Peratu ran Rasio jumlah kasus penegakan perda 100 % 100 % 100 % 100,00 0% 100 % 100 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi sesuai dcngan 

kewenangan kecamatan 

7.0 1.04.2.02.01 Koordinasi / Sioergi Dengan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Koorclinasi/ Sioergi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 O Laporan. 1 Laporan 100 
yang Tugas d0.11 Fungsi.nya di Bidang Penegakan dengan Perangkat Daerah yang Tugas 
Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau clan Fungsioya di Bidang Penegakan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Perundang- Undangan 

dan / atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 



Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 

Anggaran belanja/pengeluaran Kecamatan Pandaan tahun 2022 

adalah belanja pegawai sebesar Rp. 4.482.179.000,00 dari jumlah 

tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 4 .190.088.368,00 atau 93,48%, 

belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.157.086,00 dari jumlah tersebut 

dapat terealisasi sebesar Rp. 2 .036.287 .176,00 atau 94,40%, belanja 

modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 640.084.443,00 dari jumlah 

tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 628.884.251 ,00 atau 98,25%, 

belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp. 100.000.000,00 dari 

jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp . 99.765.000,00 atau 

sebesar 99,77%, dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 

Rp. 1.524.237.914,00 dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 

1.522.295.200,00 atau sebesar 99,87%. Keseluruhan Realisasi anggaran 

Kecamatan Pandaan dapat diuraikan sebagai berikut: 

TAHUN 2021 

KODE URAIAN 
ANGGARAN REALISASI % 

5. BELANJA DAERAH 8. 903.587. 977 ,- 8.477.319.995,- 95,21 

5.1. BELANJA OPERASI 6.639.265.620,- 6.226.375.544,- 93,78 

5 .1.1. Belanja Pegawai 4.482.179.000,- 4.190.088.368,- 93,48 

5 .1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.157.086.620,- 2.036.287.176,- 94,40 

5.2. BELANJA MODAL 2.264.322.357 ,- 2.250. 944.451,- 99,41 

5.2.2. Belanja Modal Peralatan dan 640.084.443,- 628.884.251 ,- 98,25 

Mesin 

5.2.3. Belanja Modal Gedung dan 100.000.000,- 99.765.000,- 99,77 

Bangunan 

5.2.4 Belanja Modal Jalan, 1.524.237.914,- 1.522.295.200,- 99,87 

J aringan dan Irigasi 

Realisasi anggaran Kecamatan Pandaan per sub kegiatan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB PERSENTASE 

KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 

REALISASI 

PROGRAM PENUNJANG 5.239.456.959,00 4.907.124.801,00 93,66% 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 4.810. 739.240,00 4.517 .691.588,00 93 ,91% 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan 4 .379.163.000,00 4.089.018.368,00 93,37% 

Tunjangan ASN 

Penyediaan Administrasi 383 .016.240,00 380.523.220,00 99,35% 

Pelaksanaan Togas ASN 



Pelaksanaan Penatausahaan 48.560.000,00 48.150.000,00 99,16% 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Administrasi Kepegawaian 18.621.800,00 17.936.000,00 96,32% 

Perangkat Daerah 

Pengadaan Pakaian Dinas 3.121.800,00 2.436.000,00 78,03% 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Pendidikan dan Pelatihan 15.500.000,00 15.500.000,00 100,00% 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

Administrasi Umum 153.109.280,00 138.826.673,00 90,67% 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen 6.491.210,00 5.347.100,00 82,37% 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan 17.139.637,00 15.614.400,00 91,10% 

Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Bahan Logistik 25. 905.500,00 25.683. 750,00 99,14% 

Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan 9 .631.133,00 6.812.900,00 70,74% 

dan Penggandaan 

Fasilitasi Kunjungan Ta.mu 2.127.000,00 1.425.000,00 67,00% 

Penyelenggaraan Rapat 91.814.800,00 83. 943.523,00 91 ,43% 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Pengadaan Barang Milik 59.249.492,00 55.447.501,00 93,58% 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Pengadaan Sarana dan 59.249.492,00 55.447.501 ,00 93,58% 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

Penyediaan Jasa 64.542. 710,00 59. 984.511,00 92,94% 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa 64.542.710,00 59.984.511,00 92,94% 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Pemeliharaan Barang Milik 133.194.437,00 117.238.528,00 88,02% 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa 112.293.100,00 101.863.728,00 90,71% 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 



Jabatan 

Pemeliharaan / Rehabilitasi 8.552.000,00 7.106.500,00 83,10% 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan / Rehabilitasi 12.349.337,00 8.268.300,00 66,95% 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

PROGRAM 1.101.174.456,00 1.043.935.231,00 94,80% 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Koordinasi 1.099.426.206,00 1.042.450.231,00 94,82% 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

Koordinasi/ Sinergi 8.841.900,00 6.356.000,00 71,89% 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait 

Peningkatan Efektifitas 77.071.850,00 68.831.500,00 89,31% 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Peningkatan Efektifitas 307.579.645,00 301.567 .837,00 98,05% 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kelurahan Jogosari 

Peningkatan Efektifitas 283.355.903,00 264. 906.458,00 93,49% 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kelurahan Pandaan 

Peningkatan Efektifitas 200.984.530,00 188.327.647,00 93,70% 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kelurahan Kutorejo 

Peningkatan Efektifitas 221.592.378,00 212.460.789,00 95,88% 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kelurahan Petungasri 

Penyelenggaraan Urusan 1. 748.250,00 1.485.000,00 84,94% 

Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit 

Kerja Perangkat Daerah 



yang ada di Kecamatan 

Peningkatan Efektifitas 1.748 .250,00 1.485.000,00 84,94% 

Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

PROGRAM 2.481.905.817,00 2.450.122. 950,00 98,72% 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN 

Koordinasi Kegiatan 26.683.800,00 25.605.000,00 95,96% 

Pemberdayaan Desa 

Peningkatan Efektifitas 26 .683.800,00 25.605.000,00 95,96% 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

Pemberdayaan Kelurahan 2.455.222.017 ,00 2.424.517. 950,00 98,75% 

Pembangunan Sarana dan 481.761.227,00 481.761.200,00 100,00% 

Prasarana Kelurahan Kel 

Jogosari 

Pembangunan Sarana dan 488.439.605,00 487.450.000,00 99 ,80% 

Prasarana Kelurahan Kel 

Pandaan 

Pembangunan Sarana dan 466.2 16.264,00 465.450.000,00 99,84% 

Prasarana Kelurahan Kel 

Kutorejo 

Pembangunan Sarana dan 603.131.002,00 602.894.000,00 99,96% 

Prasarana Kelurahan Kel 

Petungasri 

Pemberdayaan Masyarakat 107.489.948,00 88.483.000,00 82,32% 

di Kelurahan Kel Jogosari 

Pemberdayaan Masyarakat 123 .349.098,00 116. 121.200,00 94,14% 

di Kelurahan Kel Pandaan 

Pemberdayaan Masyarakat 118.962.033,00 116.540.250,00 97,96% 

di Kelurahan Kel Kutorejo 

Pemberdayaan Masyarakat 65.872.840,00 65.818.300,00 99,92% 

di Kelurahan Kel Petungasri 

PROGRAM KOORDINASI 81.050. 745,00 76.137 .o 13,00 93,94% 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Koordinasi Upaya 68.135.595,00 63.898.013,00 93,78% 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Sinergitas dengan Kepolisian 5 .940 .000,00 5.940.000,00 100,00% 

Negara Republik Indonesia, 



Tentara Nasional Indonesia 

dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan 

Harmonisasi hubungan 10.396.180,00 7.816.963,00 75,19% 

dengan tokoh agama dan 

tokoh masyarakat 

(kelurahan Jogosari) 

Harmonisasi hubungan 12.774.000,00 12.427.500,00 97,29% 

dengan tokoh agama dan 

tokoh masyarakat 

(kelurahan Pandaan) 

Harmonisasi hubungan 20.589.635,00 19.417.700,00 94,31% 

dengan tokoh agama dan 

tokoh masyarakat 

(kelurahan Kutorejo) 

Harmonisasi hubungan 18.435. 780,00 18.295.850,00 99,24% 

dengan tokoh agama dan 

tokoh masyarakat 

(kelurahan Petungasri) 

Koordinasi Penerapan dan 12.915.150,00 12.239.000,00 94,76% 

Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

Koordinasi / Sinergi Dengan 12.915.150,00 12.239.000,00 94,76% 

Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pandaan tahun 

2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan 

Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan 

selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang 

dijumpai adalah sebagai berikut: 

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan 

pembangunan; 

b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam 

perencanaan pembangunan daerah; 



c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang 

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 

d . Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai 

dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan 

sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas 

program /kegiatan; 

e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani 

indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam 

merencanakan program/kegiatan. 

f. Perlu adanya peningkatan pemahaman pada perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan 

pemberdayaaan masyarakat kelurahan, sehingga masih kesulitan 

dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

Kecamatan Pandaan dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat 

yang dapat dilihat dari pencapaian target indeks kepuasan masyarakat 

sebagai indikator tujuan Kecamatan Pandaan yang masih belum 

menunjukkan peningkatan yang signifikan karena masih terbatasnya 

sarana prasarana dan SDM yang mendukung, maka peningkatan kinerja 

organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan 

secara sistematis dan terstruktur. 

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh 

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah 

sebagai berikut: 

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas

tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah 

kebijakan: 

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan 

kapabilitas, kompensasi (reward dan punishment), dan kesejahteraan 

pegawru; 

b . Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan; 

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dengan optimal; 

d . Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai 

efektifitas dan efisiensi. 



2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan 

Pandaan dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan 

dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan 

dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah. 

3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan 

dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi 

kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur 

dilaksanakan dengan arah kebijakan: 

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka 

menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, 

dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong 

terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan 

Pandaan Kabupaten Pasuruan; 

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan 

yang lainnya dan antar sektor pembangunan. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang 

Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah: 

1. Unsur pimpinan yaitu Camat 

2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri: 

a. Sekretaris 

b. Subag Umum dan Kepegawaian 

c . Subag Penyusunan Program dan Keuangan 

3. Unsur pelaksana, yaitu: 

a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 

b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

CAMAT 

Togas pokok camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan 

yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan 

daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi Camat: 

a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum; 

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 



c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan 

Bupati; 

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

g. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 

atau sebutan lain dan/atau kelurahan; 

h. Pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 

daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan 

1. Pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

SEKRETARIS KECAMATAN 

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan 

pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur kecamatan. 

Fungsi Sekretaris Kecamatan: 

a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan 

pelaporan; 

b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan 

keuangan; 

d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; 

e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah; 

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan 

perangkat kecamatan; dan 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

Sekretaris Kecamatan membawahi: 

a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

Togas pokok sub bagian umum dan kepegawaian yaitu membantu 

sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan. 

Fungsi sub bagian urn um dan kepegawaian: 

• Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; 

• Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan; 



• Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, 

administrasi, perlengkapan, urusan pemeliharaan, kebersihan, 

dan keamanan kantor; 

• Penghimpun data dan penyimpanan bahan dalam rangka 

penyusunan anggaran; 

• Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan 

pembayaran gaji; 

• Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan; 

• Pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan 

dan pengarsipan; 

• Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas; 

• Pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan 

kantor; 

• Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan 

inventaris dan pembuatan laporan inventaris; 

• Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan 

pegawai; 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 

kecamatan. 

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN 

Togas pokok sub bagian penyusunan program dan keuangan yaitu 

membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan 

penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian 

kegiatan serta pembuatan laporan. 

Fungsi sub bagian penyusunan program dan pelaporan: 

• Pengumpulan dan peny1apan bahan dalam penyusunan 

perencanaan dan program; 

• Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun 

pembangunan; 

• Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan/ program; 

• Penyusunan dan pembuatan laporan; 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 

kecamatan. 



SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan memiliki tugas pokok melakukan 

urusan Pembinaan Pemerintahan Desa. Seksi Pemerintahan Dan 

Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Camat. 

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan: 

a . Penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kecamatan. 

b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Desa. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan 

catatan sipil. 

d . Pelaksanaan pembinaan politik Dalam Negeri. 

e. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB) 

Seksi Trantib memiliki tugas pokok melakukan urusan Bidang 

Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di 

tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

Fungsi Seksi Trantib: 

a. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman; 

b. Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan; 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban dalam rangka penegakan 

peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka 

mencegah timbulnya gangguan ketertiban; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, 

perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat: 

a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan 

sarana dan prasarana; 

b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi, dan distribusi; 



c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian 

desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta 

usaha gotong-royong; 

d. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan/ pembinaan 

pengembangan kepariwisataan dan pertambangan; 

e. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas pokok melakukan perencanaan 

dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi 

Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Camat. 

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial: 

a . Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan 

kesejahtaraan sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial; 

b. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam 

upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi 

masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; 

c. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan pendidikan, 

kepemudaan dan olahraga; 

d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian 

lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta 

masyarakat dalam kebersihan; 

e. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

LURAH 

Merupakan perangkat Kecamatan yang di bentuk untuk membantu atau 

melaksanakan sebagian tugas Camat 

SEKRETARIS KELURAHAN 

Mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, pengendalian dan 

pengevaluasian program; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta 

perlengkapan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 



SEKSI PEMERINTAHAN 

Mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dilingkungan kelurahan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat; 

d . menyiapkan bahan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan 

dan Catatan Sipil; 

e. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan 

ketertiban umum; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan saran dan 

prasarana; 

b. menyiapkan bahan penyusunan program Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga tingkat Kelurahan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk 

ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan 

perekonomian lingkup Kelurahan dalam . forum musyawarah 

perencanaan pembangunan tingkat kelurahan; 

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan 

unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program 

kerja dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi 

masyarakat diwilayah Kelurahan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi terhadap berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana 

serta fasilitas pelayanan umum; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 

SEKSI SOSIAL 

Mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan 

sosial; 

b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka 

meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, giz1 

masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; 



c. menyiapkan bahanpenyusunan program pendidikan, kepemudaan dan 

olahraga; 

d . menyiapkan bahan pelaksanakan kegiatan kelestarian lingkungan 

hidup, penghijauan dan peran serta masyarakat dalam kebersihan; 

e. menyiapkan bahan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat 

hukum adat, nilai adat, lembaga adat, serta hak tradisionalnya yang 

hid up dan/ atau tumbuh dalam masyarakat setempat; dan 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 
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Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pandaan Kabupaten 

Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan 

mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang 

adalah se bagai beriku t : 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum; 

3 . Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang

undangan; 

4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan; 



7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup 

tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan 

Kelurahan. 

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen 

memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih 

dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang 

baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi 

perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 

Kecamatan Pandaan yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam 

menjalankan peran stratejiknya di bidang pemerintahan umum. 

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pandaan dapat dilihat dari 

beberapa indikator kinerja: 

• Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 

• Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 

• Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 

• Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pandaan meliputi analisis 

lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat 

menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor 

lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap 

masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada 

hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor 

kunci keberhasilan antara lain: 

1. Lingkungan Internal 

Kekuatan: 

- Visi dan misi organisasi yang jelas 

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan 

- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan 

- Adanya sarana dan prasarana 

Kelemahan: 

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai 

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten 

dan instansi teknis lainnya 

- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi 

- Bel um optimalnya penyusunan ke bijakan dan perencanaan 



2. Lingkungan Eksternal 

Peluang: 

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2019-

2020) 

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan 

akuntabilitas pemerintahan 

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan 

kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik 

- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di 

wilayah dengan kecamatan 

- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas 

- Diklat peningkatan kualitas aparatur 

- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat 

- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram 

Ancaman: 

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai 

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

pemerintahan 

- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organ1sas1 oleh 

a para tum ya 

- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan 

masyarakat 

- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan 

kewajiban yang mengikat 

- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas 

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandaan 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun

tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut: 



SPM/ 
No lndikator Standar 

nasional 

(1) (2) (3) 
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) -
2 Persentase Jenis Pelayanan yang -

Berkualitas 

3 Persentase Desa/Kelurahan yang telah -

dibina 
4 Persentase Konflik yang tertangani -

diwilayah Kecamatan 

5 Nilai SAKIP Kecamatan -
6 IKM Kecamatan -
7 Indeks penyelenggaraan kecamatan -

8 Nilai SAKIP Perangkat Daerah -

Tabel 2.2 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandaan 

Kabupaten Pasuruan 

Target Renstra Perangkat Daerah 

IKK Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+l 
(2022) (2023) (2024) (2025) 

(4) (5) (6) (7) (8) 
- 87.25 87.5 - -

- 100% 100% - -

- 100% 100% - -

- 90% 90% - -

- 75 76 - -
- - - 97,75 98,00 
- - - 90,00 92,00 

- - - 80,00 81,00 

Realisasi Capaian Proyeksi 
Catatan 

Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+l Analisis 
(2022) (2023) (2024) (2025) 

(9) (10) (11) (12) (13) 
97,25 - - -
100% - - -

100% - - -

100% - - -

75,73 - - -
- - 97,75 98,00 
- - 90,00 92,00 

- - 80,00 81,00 



2.3. lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah 

langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan 

merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga 

segala hal/bidang/ sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun 

begitu besar dan vitalnya peran kecamatan terkadang belum 

diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM 

aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah 

"kabupaten kecil" yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana 

prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan 

belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran 

sebagaimana PD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau 

pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. 

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan 

kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di 

tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi 

pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa 

koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di 

lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak 

kecamatan (camat). 

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM 

aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan 

di wilayah Kecamatan Pandaan, juga pelayanan administrasi dan 

kependudukan masyarakat. 

Dari urruan diatas dapat ditentukan 1su-1su penting 

penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Pandaan sebagai 

berikut: 



No 

1 

Permasalahan Isu Strategis 

Kualitas pelayanan publik baik dalam Pelayanan Publik 

pelayanan dasar masyarakat maupun 

pelayanan 

tingkatkan 

perijinan perlu di 

Integritas dan profesionalisme 

aparatur pemerintahan daerah perlu 

di tingkatkan 

Daya dukung infrastruktur pelayanan 

publik perlu di tingkatkan 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awai RKPD 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa 

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap 

perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. 

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). 

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga 

mewajibkan setiap membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang 

disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada 

RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, 

penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku 

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang 

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan 

dengan Rancangan Renja . 

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Kecamatan Pandaan 

sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja seperti pada 

Tabel berikut: 



N ama p erang1 t aer l: kaD al K eeamatan p d an aan 
Rancangan Awai RKPD 

No 
Pro,uam/ Keglatan/ Sub Keglatan Lokul Indikator Klnerja 

( l l (2} (3} (4) 

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kee. Pandaan Persentase kebutuhan urusan 
PEMERfNTAHAN DAERAH pemerintahan yang terpenuhi 
KABUPATEN/ KOTA (P2) 

2 Administrasi keuangan perangkat Kee. Pandaan Persentase laporan keuangan yang 
daerah sesuai dengan ketentuan dan clapat 

clipertanggun gjawabkan 

3 Penyediaan Gaji dan Tunjangn PNS Kee. Pandaa.n Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Kee. Panclaan ,Jum!ah Dok umen Hasil Penyediaan 
Tugas ASN Aclministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

5 Pelaksanaan penatausahaan clan Kee. Pandaan Jumlah Dokumen Penatausahaan 
pengujian/ ver!fikasi keuangan SKPD dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan 

SKPD 

6 Aclministrasi Kepegawaian Perangkat Kee. Pandaan Persentase pemenuhan dokumen 
Daerah kepegawaian yang sesuai ketentuan 

7 Pengaclaan Pakaian Dines Beserta Kee. Panclaan Jumlah Pa.ket Pa.kaian Dines beserta 
Atribu t Perlengkapannya Atribut Kelengkapan 

8 Pendiclikan clan Pelatlhan Pegawai Kee. Panclaan Jumlah Pegawai Berdasarkan Togas 
Berdasarkan Togas clan F'ungsi clan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

9 Aclministrasi Umum Perangkat Kee. Panclaan Persen tase pem enuhan aclrninistrasi 
Daerah u murn 

10 Penyediaan Komponen Jnstalasi Kee. Panclaan ,J umlah Paket Kom ponen lnstalasi 
Llstrik/ Penerangan Bangunan Listr!k/ Penerangan Bangunan 
Kantor Kantor yang Disediakan 

11 Penyediaan Peralatan clan Kee. Panclaan Jumlal1 Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

12 Penyediaan Ballan Logistlk Kantor Kee. Panclaan Jumlah Pa.ket Bahan Logistik Kantor 
yang Disedia.kan 

13 Penyediaan Barang Ceta.kan dan Kee. Panclaan Jumlah Paket Barang Ceta.kan clan 
Pengganclaan Pengganclaan yang Disedia.kan 

14 Penyediaan Ballan Bacaan dan Kee. Panclaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perunclang-undangan Peraturan Perunclang-Undangan 

yang Disediakan 

15 Fasilitasi Ku njungan Tamu Kee. Panclaan Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

16 Penyelenggaraan Rapat Koord. clan Kee. Panclaan Jwnlah Laporan Penyl Rapat 
I<onsuJtasi SK.PD Koordinasi clan KonsuJtasi SKPD 

Tabel 2 .4 
Review terhadap Rancangan Awal RI<PD tahun 2024 

Kabupaten Pasuruan 

Target Capalan 
Pagu Indlkatlf Pro,uam/ Keglatan/ Sub 

(Rp.) Keglatan 

(5) (6} (7) 

100 % 5.916.131.400 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERJNTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA (P2) 

100 % 5.026.056.000 Administrasi keuangan perangkat 
daerah 

34 orang/ 4.554 .486.000 Penyecliaan Gaji clan Tunjangn 
bulan PNS 

12 dokumen 425.832.000 Penyediaan Administrasi 
Pela.ksanaan Tugas ASN 

12 clokumen 45.738.000 Pela.ksanaan penatausahaan clan 
pengujian/ verlfikasi keuangan 
SKPD 

100 % 65. 500.000 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

31 paket 15.500.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribu t Perlengkapannya 

3 1 orang 50.000.000 Pendiclikan clan Pelatihan Pegawai 
Berdasru·kan Togas clan Fungsi 

100 % 185.000.000 Administrasi Umum Perangkat 
Daeral1 

2 paket 8.500.000 Penyecl iaan Komponen Jnstalasi 
Listrik/ Penerangan Bangunan 
Kantor 

2 pake t 12 .000.000 Penyediaan Peralatan clan 
Perlengkapan Kantor 

2 paket 25.000.000 Penyediaan Ballan Logistik Kantor 

2 paket 10.000.000 Penyediaan Barang Ceta.kan dan 
Penggandaan 

3 clokumen 4 .500.000 Penyediaan Bahan Bacaan clan 
Peraturan Peru.nclang-unclangan 

12 laporan 5 .000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

12 laporan 120.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koon:!. 
dan KonsuJtasi SKPD 

Lokasl 

(8) 

Kee. Pandaan 

Kee. Panclaan 

Kee.Pandaan 

Kee. Pandaan 

Kee. Panclaan 

Kee. Panclaan 

Kee. Panclaan 

Kee. Panclaan 

Kee. Panclaan 

Kee. Panclaan 

Kee. Panclaan 

Kee. Panclaan 

Kee. Panclaan 

Kee. Pandaan 

Kee. Pandaan 

Kee. Pandaan 

Hasll Analisls Kebutuban 

Indlkator Klnerja Target Capaian Kebutuhan Catatan 
Dana(Rp.) Pentlng 

(9) (10) (11) (12) 
Persentase kebutuhan uru san 100 % 5.916.131.400 
pemerintahan yang terpenuhi 

Persentase laporan keuangan yang 100 % 5 .026.056.000 
sesuai dengan ketentuan clan clapat 
dipertanggungjawabkan 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 34 orang/ 4.554.486.000 
dan Tu njangan ASN bulan 
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 dokumen 425.832 .000 
Aclministrasi Pela.ksanaan Tugas 
ASN 

J um lah Dokumen Penatausahaan 12 dokumen 45.738.000 
clan Pengujian/ Verifi.kasi Keuangan 
SKPD 

Persentase pemenuhan dokumen 100 % 65.500.000 
kepegawalan yang sesuai ketentuan 

Jumlah Pa.ket Pakaian Dinas beserta 31 pa.ket 15.500.000 
Atribut Kelengkapan 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Togas 31 orang 50.000.000 
clan Fungsi yang Mengi.kuti 
Pencliclikan clan Pelatihan 

Persentase pemenuhan aclrninistrasi 100 % 185.000.000 
urnurn 
J u rn lal1 Paket Komponen Instalasi 2 paket 8.500.000 
Listr!k/ Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disecliakan 

Jumlah Pa.ket Peralatan clan 2 pa.kel 12.000.000 
Perlengkapan Kantor yang 
Disedia.kan 

Jumlah Pa.ket Bahan Logistik Kantor 2 paket 25.000.000 
yang Disediakan 
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 pa.ket 10.000.000 
Pengganclaan yang Disedia.kan 

JumJah Dokumen Bahan Bacaan 3 dokumen 4.500.000 
dan Peraturan Perunclang-
Unclangan yang Disedia.kan 

Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Iaporan 5.000.000 
Kunj ungan Tamu 
Jumlah Laporan Penyl Rapat 12 laporan 120.000.000 
Koordinasi clan Konsultasi SKPD 



Rancangan Awai RKPD Hasll Anallala Kebutuhan 

No Pagu Indlkatif Progam/ Keglatan/ Sub Target Capalan Kebutuhan Catatan 
Progam/ Keglatan/ Sub Keglatan Lokasl Indlkator Klnerja Target Capalan 

(Rp.) Keglatan 
Lokaal Indlkator Klnerja 

Dana(Rp.) Pentlng 

(ll (21 (3) (4) 151 (6) (7) (81 (9) (10) (11) (12) 

17 Pengadaan Barang Milli< Daerah Kee . Pandaan Persentase Pemenuhan Pengadaan 100 % 387.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Kee.Pandaan Persentase Pemenuhan Pengadaan JOO% 387.000.000 
Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah Penunja11g 
Daerah Urusan Pemerintah Daerah yg Daerah Urusan Pemerintah Daerah yg 

terealisasi terealisasi 

18 Pengadaan Kendaraan Perorangan Kee. Pandaan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 1 unit 160.000.000 Pengadaan Kendaraan Perorangan Kee.Pandaan Jumlah Unit Kendaraan 1 unit 160.000.000 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dinas atau Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Disecliakan Jabatan Dinas yang Disediakan 

19 Pengadaan Mebel Kee. Pandaan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 unit 127.000.000 Pengadaan Mebel Kee. Pandaan Jumlah Paket Mebel yang 1 unit 127.000.000 
Disediakan 

20 Pengadaan Gedw1g Kantor atau Kee. Pandaan Jumlah Unit Gedung Kantor atau 0 unit o Pengadaan Gedung Kantor atau Kee. Pandaan Jumlah Unit Gedung Kantor atau 0 wlit 0 
BangW1an Lainnya Bangw1an Lainnya yang Disecliakan Bangunan Lainnya BangWlan Lainnya yang Disediakan 

21 Pcngadaan Sarana dan Prasarana Kee. Pandaan Jumlah Unit Sarana dan Pra.sarana 4 unit 100.000.000 Pengaclaan Sarana da11 Prasarana Kee. Pandaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 4 unit 100.000.000 
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Geclw1g Kantor atau Bangunan 
Lainnya Lainnya yang Disediakan Lainnya Lainnya yang Disediakan 

22 Penyecliaan Jasa Penunjang Urusan Kee. Panclaan Persentase jasa penunjang 100 % 85.600.000 Penyecliaan Jasa. Penunjang Kee. Pandaan Persentase jasa penunjang 100 % 85.600.000 
Pemerintah Daerah operasionaJ kantor yang t.ersedia Urusa11 Pemerintah Daerah operasional kantor yang terseclia 

23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kee. Panclaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Iaporan 85.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kee. Pandaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 laporan 85.600.000 
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sum ber Daya Air dan Listrik Komwlikasi, Sumber Daya Air clan 

Listrik yang Disecliakan Listrik yang Disecliakan 

24 Pemeliharaan Barang Millk Daerall Kee. Panclaan Prosentase BMD Konclisi baik 80 % 166.975.400 Pemeliharaan Barang Milik Kee. Pandaan Prosentase BMD Kondisi baik 80 % 166.975.400 
Penunjang Urusan Pemerinta11an Daerah Penunjang Urusan 
Daerah Pemetintahan Daerah 

25 Penyediaan Jasa Pemelibara.an, Biaya Kee. Panclaan Jumlal1 Kendaraan Perorangan 4 unit 104.098.900 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kee. Pandaan Jumlah Kendaraan Perorangan 4 unit 104.098.900 
Pemeliharaan, clan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Biaya Pemeliharaan, clan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas 
Perorangan Dinas a tau Kenclara.an Jabatan yang Dipeill1ara clan Kenclaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara. dan 
Dinas Jabatan clibayarkan Pajak clan Perizinannya Kenclaraan Dina5 Jabatan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

26 Pemelihraan/ Rehabilitasi Gedung Kee. Panclaan Jumlah Gedung Kantor dan I unit 50.000.000 Pemelihraan/ Rehabilitasi Gedung Kee. Pandaan Jumlah Geclung Kantor dan l unit 50.000.000 
Kant!lr dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelil1ara/ Kantor clan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi Di.rehab ill tasi 

27 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Kee. Pandaan Jumlah Sarena dan Prasarana 10 unit 12.876.500 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Kee. Pandaan Jumlal1 Sarana dan Prasarana 10 unit 12.876.500 
dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Kantor atau Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Gedw1g Kantor atau Bangw1an 
Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/ Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara./ 

Oirehabilitasi Direhabilitasl 

29 PROGRAM PROGRAM Kee. Panclaan Persentase clokumen non pe1ijinan 100 % 1.023. 921. 900 PROGRAM PROGRAM Kee. Pandaan Persentase dokumen non perijinan 100 % 1.023.921.900 
PENYELENGGARAAN yang diselesaikan tepat waktu PENYELENGGARMN yang diselesaikan tepat waktu 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK PUBLlK 

30 Kee. Pandaan lndeks Pelayanan Publil< Kecamatan 3,5 nilai Kee. Pandaan lncleks Pelayanan Publik Keeamatan 3,5 nilai 

31 Kegiatan Koord. Penyelenggaraan Kee. Panclaan Persentase kegiatan pemerintahan 100 % 1.013. 921. 900 Kegiatan Koord. Penyelenggaraan Kee. Pandaan Persentase kegiatan pemerintahan 100 % 1.013. 921. 900 
Kegiatan Peme1intahan di Tingkat yang clikoordinasikan dengan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat. yang dikoorclinasikan dengan 
Keeamatan instansi terkait Keeamatan instansi terkait 



Rancangan Awai RKPD Hasll Anallala Kebutuhan 

No Pagu Indlkatlf Prog,am/ Kegiatan/ Sub Indlkator Kinerja Target Capalan Kebutuhan Catatan Prog,am/ Keglatan/ Sub Keglatan Lokasl Indlkator Kinerja Target Capalan 
(Rp.) Keglatan 

Lokasl 
Dana(Rp.) Pentlng 

lli 12\ (31 (4\ (5} (6} (7\ 18\ (9\ (10\ (1 1\ (12} 
32 Su b Kegiatan Koord. / Sinergi Kee. Pandaan J um lah Laporan Koordinasi/ Sinergi 1 laporan 13.92 1.900 Sub Kegiatan Koord. / Sinergi Kee. Pandaan Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi l laporan 13.921.900 

Percnean aan dan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pcrencanaan dan Pclaksanaan Pcreneanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan Dengw1 Kegiatan Pemerintahw1 dengw1 Kegiatan Pcme1intaJ1ru1 Dengan Kegiatan PemerintahWl dengru1 
Perangkat Daerah dw1 Instansi Perangkat Daerah dru1 Instansi Perw1gkat Daerah dw1 Instansi Perangkat Daerah dru1 lnstansi 
Vertikal Terkait Vertlkal Terkait Vertikal Terkait Vertikal Terkait 

33 Sub Kegiatan Pcningkatan Efektifitas Kee. Pandaan Jumlah Dokumen Pcningkatan l dokumen 250.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan Kee. Pandaan Jumlah Dokumen Peningkatan l dokumen 250.000.000 
Kegiatan PcmerintallWl di Tingkat Efektifitas Kegiatan Peme1intahru1 di Efektifi tas Kegiatan Pemerintahan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 
Kecwnatan Ke!. Jogosari Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan Kel. Tingkat Kecamatan 

Jogosari 
34 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kee. Pru1daru1 Jumlah Dokumen Peningkatan l dokumen 250.000.000 Sub Kcgiatan Peningkatan Kee. Pru1rlaan Jumlah Dokumen Peningkatan l do kumen 250.000.000 

Kegiatan PemerintallWl di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pcmerintahan di Efektifitas Kegiatan Peme1intahru1 Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 
Kecamatan Ke!. Kutorejo Tingkat Kecamatan di 'ringkat Keeamatan Kel. Tingkat Kecamatan 

Kutorejo 
35 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kee. Pandaw1 Jumlah Dokumen Peningkatan l dokumen 250.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan Kee. PWldaan ,Jumlah Dokumen Peningkatw1 1 dokumen 250.000.000 

Kegiatw1 PemerintahWl di Tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Efektifitas Kegiatw1 Pemerintal1w, di 
Keeamatan Ke!. Pru1daw1 Tin gkat Keewn atan di Tingkat Kecamatan Kel. Tingkat Kecwnatan 

Pru1daw1 
36 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kee. Pru1daw1 Jmnlah Dokumen Peningkatan l dokumen 250.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan Kee. Pru1daan J lUlllah Dokumen Peningkatan l dokumen 250.000.000 

Kegiatw1 PemerintallWl di Tingkat Efektifitas Kegiatw1 Pemerintahan di Efektifitas Kegiatan Pemerl.ntahWl Efektifitas Kegiatw1 Pemerintahw, di 
Kecamatan Ke!. Penm gasri Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan Kel. Tingkat Keeamatan 

Petungasri 
37 PenyelenggarB.Wl UruSW1 Kee. Pandaan Persentase Laporan bulWlan PATEN 100 % 10.000.000 PenyelenggarB.Wl Un1san Kee. Pwidaan Persentase Laporan bulanru1 PATEN 100 % 10.000.000 

Peme1intahan yw1g tidak yang Diselesaikan Tepat Waktu Pemerintahru1 yang tidak yang Diselesaikru1 Tepa t Waktu 
dila ksw1akru1 oleh Unit Kerja (Berdasarkan Perbup PATEN) d ilaksru1akru1 olch Unit Ke1:ja (Berdasarkan Perbu p PATEN) 
Perangkat Daerah yru1g Ada di Perangkat Daerah yw1g Arla di 
Kecamatan Kecamatan 

38 Sub Kegiatan Penlngkatan Efektifitas Kee. Pandaw1 Jumlah Laporan Peningkatan l laporw, 10.000.000 Sub Kegiatan PeningkatWl Kee. Pru1daw1 Jumlah LaporWl Peningkatan 1 lapot'W1 10.000.000 
PelakSW1aan Pelayw1w1 kepada Efektifitas Pelaksru1aw1 Pelayanan Efektifitas Pelaksru1aan Pelayru1ru1 Efektifitas PelaksanB.Wl Pelayanan 
Masyarakat di Wilayah Kecwnatw1 kepada Masyarakat di Wilayah kepada Masyarakat di Wilayah kepada Masyarakat dl Wilayah 

Kecamatan (Sarru1a prasarana Kecamatan Keeamatan (Sal'W18 prasarW18 
PATEN) PATEN) 

39 PROG.PEMBERDAYAAN Kee. Pandaw1 1. Persentase Lembaga 70 % 3.865.000.000 PROO. PEMBERDAY AAN Kee. Pwidaan l. Persen tase Lembaga 70 % 3.865.000.000 
MASYARAKAT DESA DAN Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan MASYARAKAT DESA DAN KemasyarakatWl Desa/ Kelmahru1 
KELURAHAN yw1g Aktlf KELURAHAN yru1g Aktif 

40 Kee. Pwidaan 2. Persentase Kelompok Masyarakat 20 % Kee. Pru1daan 2 . Persentase Kelompok Masyarakat 20 % 
Desa/ Kelmahan yru1g Aktlf Desa/ KelurahWl yru1g Aktif 

41 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Kee. Panda.an Persentase hasil evaluasi 70 % 165.000.000 Kegiat.an Koordinasi Kegiatan Kee. Pandaan Persentase hasil evaluasi 70 % 165.000.000 
Pemberdayaw1 Desa pemberdayaw1 Masyw·akat yang Pem berdayB.Wl Desa pemberdayaw1 Masyarakat yru1g 

dltindakla njuti ditindaklanju ti 

42 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Kee. PanclB.Wl J u mlah Lembaga Kemasyarakatan 90 lem baga 5.000.000 Peningkatw1 Partisipasi Kee. Pandaw1 J umlah Lembaga Kemasyarakatan 90 lembaga 5.000.000 
Masyw-akat dalam Porum yang Berpartisipasi dalam Forum kemasyar Masyarakat dalam Fomm yw1g Berpartisipasi dalam Forum kemasyw-a. 
Musyawarah PerencanaWl Musyawarah Peren canaan aka.tan Musyawarah Perencanaw1 Musyawarah PerencanB.Wl katw1 
Pembwigunan PembWlgunWl di Desa PembWlgunw1 Pembangunan di Desa 
di Desa di Desa 

43 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kee. Pand B.Wl J u mlah Laporw1 Penin gkatw1 3 laporan 160.000.000 Sub Kegiatwl Peningkatwl Kee. Pru1daw1 Jumlah Laporw1 Peningkatan 3 laporan 160.000.000 
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Efektifitas Kegiatan PemberdayB.Wl Efcktivitas Kegiatwl Pem berdayaru1 
di Wilayah kecamatwl Masyarakat di Wilayal1 Kecamatan Masyarakat di Wilayah kecwnatan Masyw-a.l<at di Wilayah Keeamatan 



Rancangan Awai RKPD Hull Anallais Kebutuhan 

No 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegtatan Pagu Indlkatlf Program/ Kegiatan/ Sub Target Capalan Kebutuhan Catatan 

Lokasl Indlkator Ktnerja Target Capalan 
(Rp.) Keglatan 

Lokasl Indikator Ktnerja Dana(Rp.) Pentlng 

Ill (2) (3) (4) 15) (6) (7) (8 ) (9) (10) '1 1) (12) 

44 Kegiatan Pemberd ayaan Kelurohan Kee. Pandaan Persen tase masyarakat kelw·ahan 20 % 3.600.000.000 Kegiatan Pernberdayaan Kee. Pandaan Persen tase masyarakat kelurah an 20 % 3 .600 .000.000 
yang men gikuti pemberdayaan d i Kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di 
kelurahan kelurahan 

45 Kee. Pandaan Pcrsentase ke butuhan sarpras 50 % Kee. Pandaan Persentase kebutuhan sarpras 50 % 
masyarakat kelurahan yang masyarakat kelurahan yang 
terpenuhi terpenuhi 

46 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kee. Pandaan Jumlah Sarana dan Prasarana 5 unit 750.000.000 Pemban gunan Sarana dan Kee. Pandaan J umlah Sarana clan Prasarana 5 unit 750.000.000 
Kelurahan Jogosari Kelw-ahan yang Terbangun Prasaran a Kelurahan Jogosa.ti Kelurahan yang Terbangun 

47 Pem bangunan Sarana dan Prasarana Kee. Pandaan J umlah Saran.a dan Prasarana 5 unit 750.000.000 Pembangunan Sarana dan Kee. Pandaan Jwnlah Sarana dan Prasarana 5 unit 750.000.000 
Kelw-a han Kutorejo Kelurahan yang Terbangun Prasarana Kelurahan Kutorejo Kelw-ahan yang Terbangun 

48 Pembangunan Sarena dan Prasarana Kee. Pandaan J umlah Sarana dan Prasarana 5 u ni t 750.000.000 Pembangunan Sarana dan Kee. Pandaan J wnlah Sarana dan Prasarnn a 5 u n it 750.000.000 
Kelurahan Pandaan Kelurahan yan g Terbangun Prasarana Kelurahan Pandaan Kelurahan yang Terbangun 

49 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kee. Pandaan J um lah Sarana dan Prasarana 5 unit 750.000.000 Pembangunan Sarana dan Kee. Pandaan Jumlah Sarena dan Prasarana 5 unit 750.000.000 
Kelurahan Petungasri Kelurahan yang Terbangun Prasaran a Kelurahan Petungasri Kelurahan yang Terbangu n 

50 Pemberdayaan Masyarakat d i Kee. Pandaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 1 pokm as 150.000.000 Pemberdayaan Masyarakat cli Kee. Pandaan Jumlah Pokmas dan On nas yang 1 pokmas 150.000.000 
Kelurahan Jogosari Melaksanakan Pem berdayaan Kelurahan Jogosari Me laksanakan Pem berdayaan 

Masyarakat cti Kelurahan Masyarakat di Kelu rahan 

51 Pernberdayaan Masyarakat d i Kee. Pandaan Jumla11 Pokmas d an Ormas yan g 1 pokmas 150.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kee. Pandaan Jwnlah Pokmas dan Onnas yang 1 pokmas 150.000.000 
Kelurahan Kutorejo Melaksanakan Pemberdayaan Kelurnhan Kutorejo Melaksanakan Pernberdayaan 

Masyarakat d i Kelurahan Masyarakat cti Kelurahan 

52 Pemberdayaan Masyarakat di Kee. Pandaan Jumlah Pokmas dan Onnas yang 1 pokrnas 150.000.000 Pernberdayaan Masyarakat cti Kee. Pandaan Jwnlah Pokmas dan Or mas yang 1 pokmas 150.000.000 
Kelurahan Pandaan Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan Pandaan Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan Masyarakat d i Kelurahan 

53 Pem berdayaan Masyarakat di Kee. Pandaan Jumlah Pokrna s dan Ormas yang 1 pokmas 150 .000.000 Pem berdayaan Masyarakat di Kee. Pandaan J umlah Pokmas dan Ormas yang 1 pokmas 150.000.000 
Kelurahan Petungasri Melaksanakan Pem berdayaan Kelurahan Petungasri Melaksanakan Pem berdayaan 

Masyarakat cti Kelurahan Masyarakat di Kelurahan 

54 Kegiatan Pemberdayaan dan Kee. Panclaan J u m lah Keluarga yang mengikuti I 00 keluarga 100.000.000 Kegiatan Pemberdayaan dan Kee. Pandaan Jwnlah Keluarga yang m en giku ti 100 keluarga 100.000.000 
Kesejahteraan Keluarga Tingkat pemberclayaan dan Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga Tingkat pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Kecamatan dan Kelurahan Keluarga Kecamatan dan Kelurahan Keluarga 

55 Sub kegiatan Peningka tan Kesadaran Kee. Pandaan Jum lah Keluarga yang Men gikuti JOO keluarga 100.000.000 Sub kegiatan Peningkatan Kee. Pandaan J umlah Keluarga yang Men gikuti JOO keluarga 100.000.000 
Keluarga clalam Peningkatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Kesadaran Kelua rga dalam Peningkatan Kesadaran Keluarga 
Penctidikan dan Keterampilan u ntuk dalam Peningkatan Pen dictikan dan Peningkatan Pend ictikan dan dalam Peningkatan Pendidikan dan 
Mewuju dkan Sumber Daya Manu sia Keterampilan untuk Mewujudkan Kelerampilan u n tuk Mewuj udkan Keterampilan untu k Mewujudkan 
yang Berkualitas dan Berdaya Saing S umber Daya Manusia yan g Swnber Daya Manu sia yang Swnber Daya Manusia yan g 

Berkualitas dan Berdaya Saing Berkualitas dan Berdaya Saing Berkualitas dan Berdaya Sa.ing 

56 PROGRAM KOORDINASI Kee. Pandaan Persemase pen an ganan gangguan 100 % 12.243.000 PROGRAM KOORDINASI Kee. Pandaan Persentase penanganan gangguan 100 % 12.243.000 
JG,,''l'ENTRAMAN DAN KETERTIBAN trantib wn KETENTRAMAN DAN KE'l'ERTIBAN trantibum 
UMUM UMUM 

57 Koord . Upaya Penyelenggaraan Kee. Pa n daan J umla11 Laporan Hasil Koordinasi 12 laporan 12.2'1 3.000 Koord. Upaya Penyelen ggaraan Kee. Pandaan J umlah Laporan Hasil Koordinasi 12 laporan 12.24 3.000 
Keten traman dan Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban um um Keten traman dan Ketertiban I<etentraman dan Ketertiban umwn 

Presentase laporan yang Umwn Presentase laporan yang 
ditindaklanjuti ke instansi terkait ditindaklanjuti ke instansi terkait 

58 Sinergitas den gan Kepolisian Negara Kee. Pandaan J wnlah Laporan Hasil Sinergitas 2 laporan 6.243.000 Siner gitas den gan Kepolisian Kee. Pandaan Jumla11 Laporan Hasil Sinergitas 2 laporan 6.243.000 
Republik Indonesia, TN! dan lnstan s i den gan Kepolisian Negar a Republik Negara Republik In donesia , TNI den gan Kepolisian Negara Republik 
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indon esia, TNl dan In stansi Vertikal dan Jnstansi Vertikal d i Wilayah Indon esia, TNI dan lnstansi Vertikal 

di Wilayah Kecamatan Kecamatan di Wilayah Kecamatan 



Rancangan Awai RKPD Hull Anallala Kebutuhan 

No Pagu Indlkatlf Pro,uam/ Keglatan/ Sub Indlkator Klnerja Target Capalan Kebutuhan Catatan 
Program/ Keglatan/ Sub Keglatan Lokasl Indlkator Klnerja Target Capalan 

(Rp.) Keglatan 
Lokaal Dana(Rp.) Pentlng 

(]) (2) (3) (4) (5) (6 ) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

59 Harmonisasi Hubungan dengan Kee. Pandaan Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 laporan 6.000.000 Harmonisasi Hubungan dengan Kee. Pandaan Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 laporan 6.000.000 
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmon.isasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh Masya.rakat Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 

60 PROGRAM PENYELENGOARAAN Kee. Pandaan Prosentase konllik SARA yang 100 % 206.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN Kee. Pandaan Prosentase konllik SARA yang 100 % 206.000.000 
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM diselesa.ikan sesua.i kewenangan URUSAN PEMERINTAHAN UMUM diselesa.ikan sesua.i kewenangan 

61 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kee. Panda.an Jumlah Peserta yang mengikuti 200 orang 206.000.000 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kee. Pandaan Jumlah Peserta yang mengi.kuti 200 orang 206.000.000 
Pemerintahan Umum Sesua.i pembinaan wawasan kebangsaan Pemerintahan Umum Sesuai pembinaan wawasan kebangsaan 
Penugasan Kepala Daerah dan ketahanan nasional Penugasan Kepa!a Daerah dan ketahanru1 nasional 

62 Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kee. Pandaan Jumlah Orang yang Mengikuti 200 orang 206.000.000 Sub kegiatan Pembinaan Kee. Pandaan Jumlah Orang yang Mengikuti 200 orang 206.000.000 
Kebru1gsaan dan Ketahrulan Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan 
dalam rangka Memantapkan dan Ketahanan Nasional da!am Ketahanan Nasional dalam rangka dan KetallaJlan Nasional dalam 
Pengama!an Pancasila, Pelaksanaan rangka Memantapkan Pengamalan Memantapkan Pengama!ru1 rangka Memantapkru1 Pengama!an 
Undang- Undang Dasar Negara Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Pancasila, PelaksanaaJl Undang- Paneasila, Pelaksanaan UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Republlk Indonesia •rahun 1945, Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahtm 1945, 
PelestaJian Bh.inneka Ttmggal lka Pelestruian Bhinneka Tungga! Ika Indonesia Tallun 1945, Pelestarian Pelestarirm Bh.inneka Tunggal lka 
serta Pemertahanan dan serta Pemertahanan dan Bh.inneka Tunggal lka serta serta Pemertahanan dan 
Pemeliharaan Keutuhru1 Negara Pemellharaan Keutuhan Negara Pemertahanan dan Pemeliharaan Pemeliharaan Keutuhan Negara 
KesatUaJl Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia Keutuhan Negru-a. Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia 

Republik Indonesia 

63 PROGRAM PEMBINAAN DAN Kee. Pandaan Persentase Pemerintahan Oesa 80 % 65.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN Kee. Pandaru1 Persentase Pemerintahan Oesa 80 % 65.000.000 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN dengan Administrasl Oesa yang Baik PENGAWASAN PEMERINTAHAN dengan Administrasi Desa yang Baik 
OESA DESA 

64 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dru1 Kee. Pandaan Persentase hasil Fasilitasi Pembinaan 80 % 65.000.000 Kegiatru1 Fasilitasi , Rekomendasi Kee. Pandaru1 Persentase hasil Fasilitasi 80 % 65,000.000 
Koordinasi Pembinaru1 dan dan Pengawasan pemerintah Desa dan Koordinasi Pembinaan dru1 Pembinaan dan Pengawasan 
PengawaSaJl Pemerintahan Desa yang d.itindaklanjuti PengawaSaJ1 Pemerintahru1 Desa pemerintah Oesa yaJ1g 

ditindaklanjuti 

65 Sub kegiatall Fasi!itasi Admlnistrasi Kee. P8lld8811 Jumlah Dokumen yang Difasilltasi 36 dokumen 60.000.000 Sub kegiatan Fasilitasi Kee. Panda8ll Ju.mlal1 Ookumen yBllg Difasilitasi 36 dokumen 60.000.000 
Tata PemerintallaJl Desa da!am rangka Administrasi 1'ata Admin.istrasi Tata Pemerlntahan da!Blll rangka Admi.nist:J-a.sl Tata 

Pemerintahan Desa Desa PemerintahaJ1 Oesa 

66 Sub kegiatan Fasil.itasi Sinkron.isasi Kee. Pruldaan Jumlah Ookumen Slnkron.isasi 18 dokumen 5.000.000 Sub kegiatan Fasilitasi Kee. Pandaan Jumlal1 Ookumen Sinkron.isasi 18 dokumen 5.000.000 
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Oaerah Sinkron.isasi Perencanaan Pereneanaan Pembangunan Oaerah 
dengan Pembangunan Oesa dengBll Pem bru1gunan Desa Pembangunan Daerah dengan dengan Pembangunan Oesa 

PembangunBll Desa 



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan 

Pandaan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif 

merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan 

proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses buttom 

up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke 

working plan. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh 

aspiras1 pemangku kepentingan pembangunan melalui 

penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan 

usulan program dan kegiatan di masyarakat. 

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) 

Kecamatan Pandaan saat ini masih belum mengakomodir usulan

usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya 

antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. 

Keberadaannya diharapkan Kecamatan Pandaan mampu mendorong 

partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan 

kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di 

harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilisasi segenap aspirasi 

stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan 

Pandaan dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran 

serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. 

Tabel 2.4 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 

Kabu paten Pasuruan 

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pandaan 

Program/ Indikator Besaran / 
No. Lokasi Catatan 

Kegiatan Kinerja Volume 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

-
I I NIHIL -

-



BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk 

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala 

yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapain tujuan dapat 

sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai sengan 

misi yang di emban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi 

yang telah di rumuskan dan dapat memenuhi standard 

penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. 

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan 

fungsi Kecamatan Pandaan telah disesuaikan dengan arah Kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan 

Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam 

perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni : 

No 

1 

2 

3 

Uraian Tujuan Sasaran 

Peningkatan kualitas Kepuasan Masyarakat 

sumber daya manusia masyarakat dalam umum 

melalui yang prima kepada pelayanan pu blik 

masyarakat. Peningkatan dari pemerintahan 

kualitas sumber daya 

manusia ini agar tercipta 

aparatur yang profesional 

dan proporsional dalam 

melaksanakan tata 

pemerintahan yang baik 

Pemenuhan sarana Sarana 

infrastruktur pu blik yang memadai 

berkualitas dan merata masyarakat 

melalui Musrenbang RKPD 

yang Masyarakat 

di umum 

Penguatan dan percepatan Ekonomi merata Masyarakat 

ekonomi yang handal, di segala bidang umum 

terin tegrasi an tar sektoral 

serta antar wilayah satu 

dengan lainnya. 



4 Penguatan kelembagaan Reformasi Organisasi/ 

dan aparatur serta birokrasi tanpa LSM/masyar 

eksistensi pemerintahan melanggar hukum akat umum 

berkualitas melalui yang ada 

peningkatan Reformasi 

Birokrasi 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 

(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikanya tujuan strategis 

ini, maka Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat 

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan 

misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 

Perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan 

Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan 

misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan 

berdasarkan visi dan m1s1. Untuk itu, agar dapat mengukur 

keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan strategisnya, 

maka tujuan strategis yang di tetapkan memiliki indikator kinerja 

(performance indikator) yang terukur. Tujuan strategis yang dicapai 

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah meningkatnya 

pelayanan publik yang prima dengan indikatornya adalah nilai IKM. 

Sasaran strategis Kecamatan Pandaan merupakan bagian integral 

dari proses perencanaan strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten 

Pasuruan serta merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan 

memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya 

pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. 

Sasaran-sasaran yang di tetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian 

tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh 

sasaran yang di tetapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa 

tujuan strategis juga dapat di capai. 

Adapun korelasi antara tujuan, Sasaran dan strategi Kecamatan 

Pandaan adalah sebagai berikut: 



INDIKATOR INDIKATOR 
TUJUAN SASARAN 

TUJUAN SASARAN 

Meningkatnya Indeks Meningkatnya Kualitas Persentase Jenis 

pelayanan Kepuasan Pelayanan Publik Pelayanan yang 

publik yang Masyarakat Kecamatan Berkualitas 

pnma (IKM) Meningkatnya Persentase 

Pemberdayaan Desa/Kelurahan 

Masyarakat dan yang telah dibina 

Pembinaan Pemerintah 

Desa/ Kelurahan 

Meningkatnya Persentase Konflik 

Ketentraman dan yang tertangani di 

Stabilitas Masyarakat wilayah 

Kecamatan Kecamatan 

Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP 

SAKIP Perangkat Kecamatan 

Daerah 

3.3. Program dan Kegiatan 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan 

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan 

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan 

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 

Kecamatan Pandaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan 

masyarakat dan membantu Bupati Pasuruan dalam menyusun dan 

merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan masyarakat dituntut 

untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk 

berupa pelayanan masyarakat. 

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan 

Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 terdiri dari 6 program dan 

14 kegiatan sebagai berikut: 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Kegiatan: 

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 



c) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Kegiatan: 

a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 

Camat 

3. PROGRAM 

KELURAHAN 

Kegiatan: 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

DESA DAN 

c) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 

dan Kelurahan 

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

Kegiatan: 

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

Program dan kegiatan di atas merujuk pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap PD wajib melakukan 

pemetaan progam dan kegiatan menurut kodefikasi, Nomenklatur sesuai 

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dilampiri dengan tabel pemetaan serta 

Lampiran KUAPPAS 



BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Adapun rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan 

Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan 

Pandaan Tahun 2024 berikut : 

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

1 PROGRAM Administrasi Penyediaan Gaji dan 

PENUNJANG Keuangan Tunjangan ASN 

URUSAN Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi 

PEMERINTAHAN Pelaksanaan Tugas ASN 

DAERAH Pelaksanaan 

KABUPATEN/KOTA Penatausahaan dan 

Pengujian / Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Administrasi Pengadaan Pakaian 

Kepegawaian Dinas Beserta Atribut 

Perangkat Daerah Kelengkapannya 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

Administrasi Penyediaan Komponen 

Umum Perangkat Instalasi 

Daerah Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kan tor 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 



Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Pengadaan Barang Pengadaan Mebel 

Milik Daerah Pengadaan Gedung 

Penunjang Urusan Kantor atau Bangunan 

Pemerintah Daerah Lainnya 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

PengadaanKendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Penyediaan J asa Penyediaan J asa 

Penunjang Urusan Komunikasi, Sumber 

Pemerintahan Daya Air dan Listrik 

Daerah 

Pemeliharaan Penyediaan Jasa 

Barang Milik Pemeliharaan, Biaya 

Daerah Penunjang Pemeliharaan dan Pajak 

Urusan Kendaraan Perorangan 

Pemerintahan Dinas atau Kendaraan 

Daerah Dinas Jabatan 

Pemeliharaan / Rehabilita 

si Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan / Rehabilita 

si Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

2 PROGRAM Koordinasi Koordinasi/ Sinergi 

PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Perencanaan dan 

PEMERINTAHAN Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan 

DAN PELAYANAN Pemerintahan di Pemerintahan dengan 

Tingkat Kecamatan Perangkat Daerah dan 



PUBLIK Instansi Vertikal Terkait 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan 

Pelaksanaan Pelaksanaan Urusan 

Urusan Pemerintahan yang 

Pemerintahan yang terkait dengan Non 

Dilimpahkan perizinan 

kepada Camat 

3 PROGRAM Koordinasi Peningkatan Efektifitas 

PEMBERDAYAAN Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan 

MASYARAKAT DESA Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

DAN KELURAHAN Desa Kecamatan 

Kegiatan Pembangunan Sarana 

Pemberdayaan dan Prasarana Kelurahan 

Kelurahan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan 

Pemberdayaan dan Peningkatan Kesadaran 

Kesejahteraan Keluarga dalam 

Keluarga Tingkat Peningkatan Pendidikan 

Kecamatan dan dan Keterampilan untuk 

Kelurahan Mewujudkan Sumber 

Daya Manusia yang 

Berkualitas dan Berdaya 

Saing 

4 PROGRAM Koordinasi Upaya Sinergitas dengan 

KOORDINASI Penyelenggaraan Kepolisian Negara 

KETENTRAMAN DAN Ketenteraman dan Repu blik Indonesia, 

KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum Tentara Nasional 

Indonesia dan lnstansi 

Vertikal di Wilayah 

Kecamatan 

Harmonisasi Hu bungan 

dengan Tokoh Agama 

dan Tokoh Masyarakat 

5 PROGRAM Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan 

PENYELENGGARAAN Urusan Kebangsaan dan 

URUSAN Pemerintahan Ketahanan Nasional 



PEMERINTAHAN Umum Sesuai dalam rangka 

UMUM Penugasan Kepala Memantapkan 

Daerah Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan U ndang-

Undang Dasar Negara 

Repu blik Indonesia 

Tahun 1945, Pelestarian 

Bhinneka Tunggal Ika 

serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan 

Repu blik Indonesia 

6 PROGRAM Fasilitasi, Fasilitasi Sinkronisasi 

PEMBINAAN DAN Rekomendasi dan Perencanaan 

PENGAWASAN Koordinasi Pembangunan Daerah 

PEMERINTAHAN Pembinaan dan dengan Pembangunan 

DESA Pengawasan Desa 

Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi 

Tata Pemerintahan Desa 



Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pandaan 

Urusan/ Bidang Uruaan 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

(1) (2) 

7.01.01 Program Penunjang Uruaan 
Pemerintahan Daerah 

7.01.01.2.02. Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

7.01 .01 .2.02.01 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangn PNS 

7.01.01.2 .02.02 Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Togas ASN 

Tabet 4 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 

Kabupaten Pasuruan 

Rencana Tahun 2024 
Jndikator Kinerja Program/ 

Kegiatan/ Sub Kegiatan 
Lokaai 

Target Capaian 
Kebutuhan Dana/ Pagu lnd.ikatif Sumber 

Kinerja Dana 

(3) (4) (5) (6) (7) 

Peraentaae kebutuhan uruaan 100 % Rp 5.916.131.400 
pemerintahan yang terpenuhi 

Persentase laporan keuangan 100 % Rp 5.026.056.000 
yang sesuai dengan ketentuan 
dan dapat 
dipertanggungjawabkan 

Jumlah Orang yang Menerima Kee. Pandaan 34 orang/ Rp 4 .554.486.000 DAU 
Gaji dan Tunjangan ASN bulan 

Belanja operasi : Rp 4.554.486.000 
Belanja pegawai : Rp 4.554.486.000 

Belanja barang dan : Rp -
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

Jumlah Dokumen Hasil Kee. Pandaan 12 dokumen Rp 425.832.000 DAU 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Belanja operasi : Rp 425.832.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 425.832.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

Prakiraan Ma.ju Rencana Tahun 2025 
Catatan 
Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 

Kinerja Pagu Ind.ikatif 

(8) (9) (10) 

100 % Rp 6.507. 744.540 

100 % Rp 5.528.661.600 

34 orang/ Rp 5 .009.934.600 
bulan 

12 dokumen Rp 468.415.200 



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan lndikator Kinerja Progxam/ Catatan 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokaai 
Target Capaian 

Kebutuhan Dana/ Pagu lndikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

7 .01.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kee. Pandaan 12 dokumen Rp 45.738.000 DAU 12 dokumen Rp 50.311.800 
penatausahaan dan Penatausahaan dan Pengujian/ 
pengujian/ verifikasi Verifikasi Keuangan SKPD 
keuangan SKPD 

Belanja operasi : Rp 45.738.000 

Belanja pegawai : Rp 45.738.000 
Belanja barang dan : Rp -
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7 .01.01.2 .05. Administrasi Kepegawaian Persentase dokumen 100 % Rp 65.500.000 100 % Rp 72 .050.000 
Perangkat Daerah kepegawaian yang akurat dan 

sesuai ketentuan 

7 .01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Kee. Pandaan 31 paket Rp 15.500.000 DAU 31 paket Rp 17.050.000 
Beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan 
Perlengkapannya 

Belanja operasi : Rp 15.500.000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 15.500.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7 .01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Kee. Pandaan 31 pegawai Rp 50.000.000 DAU 31 pegawai Rp 55.000.000 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan F'ungsi yang 
Tugas dan F'ungsi Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan 

Belanja operasi : Rp 50.000.000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 50.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan MaJu Rencana Tahun 202S 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indlkator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kepatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indlkatif 

(1) (21 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7 .01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Persentase pemenuhan 100 % Rp 185.000.000 100 % Rp 203.500.000 
Daerah kebutuhan umum PD 

7.01 .01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Pak.et Komponen Kee. Pandaan 2 paket Rp 8.500.000 DAU 2 paket Rp 9.350.000 
Instalasi Listrik/ In.stalasi Listrik/ Penerangan 
Penerangan Bangunan Bangunan Kantor yang 
Kantor Disediakan 

Belanja operasi : Rp 8.500.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 8.500.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7 .01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Ju.mlah Pak.et Peralatan dan Kee. Pandaan 2 paket Rp 12.000.000 DAU 2 paket Rp 13.200.000 
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

Belanja operasi : Rp 12.000.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 12.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7 .01.01.2 .06.04 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kee. Pandaan 2 paket Rp 25.000.000 DAU 2 paket Rp 27,500.000 
Kantor Kantor yang Disediakan 

Belanja operasi : Rp 25.000.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 25.000 .000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Progrun/ Catatan 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Loltaai 
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 

Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indiltatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01 .01 .2 .06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan Kee. Pandaan 2 paket Rp 10.000.000 DAU 2 paket Rp 11.000.000 
Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan yang 

Disediakan 

Belanja operasi : Rp 10.000.000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 10.000 .000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja su bsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01.01 .2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Kee. Pandaan 3 dokumen Rp 4.500.000 DAU 3 dolcumen Rp 4 .950.000 
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan 
undangan Perundang-Undangan yang 

Belanja operasi : Rp 4.500.000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 4 .500.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7. 01 .01 .2 .06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kee. Pandaan 12 laporan Rp 5.000.000 DAU 12 laporan Rp 5 .500.000 
Kunjungan Tamu 

Belanja operasi : Rp 5.000.000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 5.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan MaJu Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan lndikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kepatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokaai 
Target Capaian 

Kebutuhan Dana/ Pagu lndikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu lndikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01 .01 .2 .06.09 Penyelenggaraan Rapat .Jumlah Laporan Penyl Rapat Kee. Pandaan 12 laporan Rp 120. 000. 000 DAU 12 laporan Rp 132.000.000 
Koord. dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
SKPD 

Belanja operasi : Rp 120.000.000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 120.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja su bsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7 .01.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Persentase pengadaan BMD 100 % Rp 387.000.000 100 % Rp 425.700.000 
Daerah Penunjang Urusan yang terealisasi 

7 .01.01.2 .07.05 Pe11f1adaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Kee. Pandaan 1 unit Rp 160. 000. 000 DAU 1 unit Rp 176.000.000 
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas yang 

Disediakan 

Belanja operasi : Rp -
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp -
jasa 

Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp 160. 000. 000 

Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01 .01 .2.07.05 PeTlfladaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Kee. Pandaan 1 paket Rp 127.000.000 DAU 1 paket Rp 139.700.000 
Disediakan 

Belanja operasi : Rp -
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp -
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan Ma,ju Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan lnclikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokaai 
Target Capaian 

Kebutuhan Dana/ Pagu Inclikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Ind.ikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp 127.000.000 
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01 .01 .2 .07.09 Pengadaan Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung Kantor atau Kee. Pandaan 0 unit Rp - DAU 0 unit Rp -
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang 

Disediakan 

Belanja operasi : Rp -
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang d an : Rp -
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja su bsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7. 01 .01 .2 .07.10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Kee. Pandaan 4 unit Rp 100.000.000 DAU 4 unit Rp 110.000 .000 
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor atau 
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang 

Disediakan 

Belanja operasi : Rp -
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp -
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp 1 00. 000. 000 
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7 .01.01.2 .08 . Penyediaan Jasa Penunjang Persentase jasa penunjang 100 % Rp 85.600.000 100 % Rp 94.160.000 
Urusan Pemerintah Daerah operasional kantor yang 

tersedia 

7 .01.01.2 .08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Kee. Pandaan 12 laporan Rp 85.600.000 DAU 12 laporan Rp 94.160.000 
Komunikasi, Sumber Daya Jasa Komunikasi, Sum ber Daya 
Airdan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan 

Belanja operasi : Rp 85.600.000 
Belanja pegawai : Rp -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahu.n 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahu.n 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Ke&iatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Loll:aai 
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 

Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Belanja barang dan : Rp 85.600.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01.01.2 .09. Pemeliharaan Barang Milik Prosentase BMD Kondisi baik 80 % Rp 166.975.400 80 % Rp 183.672 .940 
Daerah Penunjang Urusan 

7 .01.01 .2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Kee. Pandaan 4 unit Rp 104.098.900 DAU 4 unit Rp 114.508.790 
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas 
Pemeliharaan, dan Pajak Jabat.an yang Dipelihara dan 
Kendaraan Perorangan dibayarkan Pajak dan 
Dinas atau Kendaraan Perizinannya 
Dinas Jabatan 

Belanja operasi : Rp 104.098.900 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 104.098.900 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01.01 .2.09.09 Pemelihraan/ Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kee. Pandaan 1 unit Rp 50.000.000 DAU 1 unit Rp 55.000.000 
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 
Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi 

Belanja operasi : Rp 50.000.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 50.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -



Urusan/ Bldang Urusan Rencana Tahun 2024 Praklraan Maju Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerlntahan Daerah dan Indlkator Klnerja Program/ Catatan 
Program/ Keglatan/ Sub Keglatan/ Sub Keglatan 

Lokaal 
Target Capalan 

Kebutuhan Dana/ Pagu Indlkatlf Sumber Pentlng Target Capalan Kebutuhan Dana/ 
Keglatan Klnerja Dana Klnerja Pagu Indlkatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Kee. Pandaan 10 unit Rp 12.876.500 DAU 10 unit Rp 14. 164 .150 

Sarona dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Gedung Kantor dan Lainnya yang Dipelihara/ 
Bangunan Lainnya Direhabilitasi 

Belanja operasi : Rp 12.876.500 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 12.876.500 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

Urusan ..... 
Bidang ... 

7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAAN Persentaae dokumen non 100 % Rp 1.023.921.900 100 % Rp 1.126.314.090 
PEMERINT AHAN DAN perijinan yang diselesaikan 
PELAYANAN PUBLIK tepat waktu 

lndeks Pelayanan Publik 3,5 nilai 3,5 nilai 
Kecamatan 

7.01.02.2.01. Kegiatan Koord. Persentase kegiatan 100 % Rp 1.013.921.900 100 % Rp 1.115.3 14.090 
Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan yang 
Pemerintahan di Tingkat dikoordinasikan dengan 
Kecamatan instansi terkait 

7.01 .02.2.01 .01 Sub Kegiatan Koord./ Jumlah Laporan Koordinasi/ Kee. Pandaan 1 laporan Rp 13.921 .900 DAU 1 laporan Rp 15.3 14.090 
Sinergi Perencanaan dan Sinergi Perencanaan dan 
Pelak.sanaan Kegiatan Pelak.sanaan Kegiatan 
Pemerintahan Dengan Pemerintahan dengan Perangkat 
Perangkat Daerah dan Daerah dan Instansi Vertikal 
Insta.nsi Vertikal Terkait Terkait 

Belanja operasi : Rp 13.921.900 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 13.921.900 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 

Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

7.01.02.2.01 .02 Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kee. Pandaan 1 dokumen Rp 250.000.000 DAU 1 dokumen Rp 275.000.000 
Efekti.fitas Kegiatan Efekti.fitas Kegiatan 
Pemerintahan di Ting/cat Pemerintahan di Ting/cat 
Kecamatan Kel. Jogosari Kecamatan 

Belanja operasi ; Rp 200. 000. 000 
Belanja pegawai ; Rp 23.760.000 
Belanja barang dan ; Rp 176.240.000 
jasa 
Belanja bunga ; Rp -
Belanja subsidi ; Rp -
Belanja hibah ; Rp -
Belanja bantuan ; Rp -
sosial 

Belanja modal ; Rp 50.000.000 
Belanja tidak terduga ; Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01 .02.2 .01.02 Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kee. Pandaan 1 dokumen Rp 250.000.000 DAU 1 dokumen Rp 275.000.000 
Efekti.fitas Kegiatan Efekti.fitas Kegiatan 
Pemerintahan di Ting/cat Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan Kel. Kutorejo Keeamatan 

Belanja operasi : Rp 200.000.000 
Belanja pegawai : Rp 23.760.000 
Belanja barang dan : Rp 176.240.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp 50.000.000 
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01.02.2.01 .02 Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kee. Pandaan 1 dokumen Rp 250.000.000 DAU 1 dokumen Rp 275.000.000 
Efekt.i.fitas Kegiatan Efekti.fitas Kegiatan 
Pemerintahan di Ting/cat Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan Kel. Pandaan Keeamatan 

Belanja operasi : Rp 200.000.000 
Belanja pegawai : Rp 23.760.000 
Belanja barang dan : Rp 176.240.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi ; Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan MaJu Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan lndikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kepatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kebutuhan Dana/ Pagu lndikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (21 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Belanja rrwdal : Rp 50.000.000 
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01 .02.2 .01 .02 Sub Kegiatan Peningkat.an Jumlah Dokumen Peningkatan Kee. Pandaan 1 dokumen Rp 250.000.000 DAU 1 dokumen Rp 275.000.000 
Efektifit-as Kegiatan Efekti.fitas Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di Tingkat 
Keeamatan Kel. Petungasri Keeamatan 

Belanja operasi : Rp 200. 000. 000 
Belanja pegawai : Rp 23.760.000 
Belanja barang dan : Rp 176.240.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp 50.000.000 
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7 .01 .02 .2 .02. Penyelenggaraan Urusan Persentase Laporan bulanan 100 % Rp 10.000.000 100 % Rp 11.000.000 
Pemerintahan yang tidak PATEN yang Diselesaikan Tepat 
dilaksanakan oleh Unit Kerja Waktu 
Perangkat Daerah yang Ada di (Berdasarkan Perbup PATEN) 

7 .01.02.2 .02 .03 Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Laporan Peningkatan Kee. Pandaan 1 laporan Rp 10.000.000 DAU 1 laporan Rp 11.000.000 
Efekti.fitas Pelaksanaan Efekti.fitas Pelaksanaan 
Pelayanan kepada Pelayanan kepada Masyarakat 
Masyarakat di Wilayah di Wilayah Keeamatan (Sarana 
Kecamatan prasarana PATEN) 

Belanja operasi : Rp 10.000.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 10.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01.03 PROG.PEMBERDAYAAN 1. Persentase Lembaga 70 % Rp 3 .865.000.000 70 % Rp 4.251.500.000 
MASYARAKAT DESA DAN Kemasyarakatan Desa/ 
KELURAHAN Kelurahan yang Aktif 

2 . Persentase Kelompok 20 % 20 % 
Masyarakat Desa/ Kelurahan 
yang Aktif 



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan MaJu Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kepatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokaai 
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatlf Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 

Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (21 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
7.01.03.2 .01. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Persentase hasil evaluasi 70 % Rp 165.000.000 70 % Rp 181.500.000 

Pemberdayaan Desa pemberdayaan Masyarakat 
yang ditindaklanjuti 

7.01.03.2.01.03 Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Lembaga Kee. Pandaan 90 lembaga Rp 5.000.000 DAU 90 lembaga Rp 5.500.000 
Partisipasi Masyarakat Kemasyarakatan yang kemasyar kemasyar 
dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum akatan akatan 
Perencanaan Pembangunan Musyawarah Perencanaan 
diDesa Pembangunan di Desa 

Belanja operasi : Rp 5.000.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 5.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01.03.2.01.03 Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah La.poran Peningkatan Kee. Pandaan 3 laporan Rp 160. 000. 000 DAU 3 laporan Rp 176.000.000 
Efektifitas Kegiatan Efektivitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat di 
di Wilayah keeamatan Wilayah Kecamatan 

Belanja operasi : Rp 160. 000. 000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 160.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01.03.2.02 . Kegiatan Pemberdayaan Persentase masyarakat 20 % Rp 3.600.000.000 20 % Rp 3 . 960.000.000 
Kelurahan kelurahan yang mengikuti 

pemberdayaan di kelurahan 

Persentase kebutuhan sarpras 50 % 50 % 
masyarakat kelurahan yang 
terpenuhi 

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Kee. Pandaan 5 unit Rp 750.000.000 DAU 5 unit Rp 825.000.000 
Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun 
Jogosari 



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan MaJu Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1 0) 
Belanja op erasi : Rp -

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp -
jasa 
Bela nja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja m odal : Rp 750.000.000 
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7. 01 .03.2. 02.02 Pembangu.nan. Sarona dan Jumlah Sarona dan Prasarana Kee. Pandaan 5 unit Rp 750.000.000 DAU 5 unit Rp 825 .000.000 
Prasarana Kelu rahan Kelurahan yang Terbangu.n 
Kutorejo 

Belanja op erasi : Rp -
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp -
jasa 
Bela nja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Bela nja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp 750.000.000 
Be lanja tidak te rduga : Rp -
Belanja transfe r : Rp -

7. 01 .03.2. 02.02 Pembangunan. Sarona dan Jumlah Sarana dan Prasarana Kee. Pandaan 5 unit Rp 750.000.000 DAU 5 unit Rp 825 .000.000 
Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun 
Pandaan 

Belanja op erasi : Rp -
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang d an : Rp -
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp 750.000.000 
Belanja tidak te rduga : Rp -
Belanja transfe r : Rp -

7.01 .03.2. 02. 02 Pembangunan. Sarona dan Jumlah Sarona dan Prasarana Kee. Pandaan 5 unit Rp 750.000.000 DAU 5 unit Rp 825.000.000 
Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun 
Petungasri 



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Belanja operasi : Rp -

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp -
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp 750.000.000 

Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas Kee. Pandaan 1 pokmas Rp 150.000.000 DAU 1 pokmas Rp 165.000.000 
di Kelurahan Jogosari yang Melak.sanakan 

Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

Belanja operasi : Rp 150.000.000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 150.000 .000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01 .03.2. 02.03 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas Kee. Pandaan 1 pokmas Rp 150.000.000 DAU 1 pokmas Rp 165.000 .000 
di Kelurahan Kutorejo yang Melak.sanakan 

Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

Belanja operasi : Rp 150.000.000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 150.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan 
Progam/ Kepatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu lndikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 

Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

7.01 .03.2 .02.03 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pokrnas dan Ormas Kee. Pandaan 1 pokrnas Rp 150.000.000 DAU 1 pokrnas Rp 165.000.000 
di Kelurahan Pandaan yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

Belanja operasi : Rp 150. 000. 000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 150.000 .000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja su bsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tida.k terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01 .03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pokrnas dan Ormas Kee. Pandaan 1 pokrnas Rp 150. 000. 000 DAU 1 pokrnas Rp 165.000.000 
di Kelurahan Petungasri yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan 

Belanja operasi : Rp 150. 000. 000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 150.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

Kegiatan Pemberdayaan dan Jumlah Keluarga yang 100 keluarga Rp 100.000.000 100 keluarga Rp 110.000.000 
Kesejahteraan Keluarga mengikuti pemberdayaan dan 
Tingkat Kecamatan dan Kesejahteraan Keluarga 
Kelurahan 

Sub kegiatan Peningkatan Jumlah Keluarga yang Kee. Pandaan 1 00 keluarga Rp 100.000.000 DAU 1 00 keluarga Rp 110.000.000 
Kesadaran Keluarga dalam Mengikuti Peningkatan 
Peningkatan Pendidikan Kesadaran Keluarga dalam 
dan Keterwnpilan untuk Peningkatan Pendidikan dan 
Mewuju.dkan Sumber Daya Keterampilan untuk 
Manusia yang Berkualitas Mewuju.dkan Sumber Daya 
dan Berdaya Saing Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

Belanja operasi : Rp 100.000.000 

Belanja pegawai : Rp -



Urusan/ Bidang Uruaan Rencana Tahun 2024 Prakiraan Ma.ju Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kepatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokui 
Target Capaian 

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Belanja barang dan : Rp 100.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7 .01.04 PROGRAM KOORDINASI Persentase penanganan 100 % Rp 12.243.000 100 % Rp 13.467.300 
KETENTRAMAN DAN gangguan trantibum 

7 .01.04 .2.01. Koord. Upaya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil 12 laporan Rp 12.243.000 12 laporan Rp 13.467.300 
Ketentraman dan Ketertiban Koordinasi Ketentraman dan 
Umum Ketertiban umum 

Presentase laporan yang 
ditindaklanjuti ke instansi 
terkait 

7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Kee. Pandaan 2 laporan Rp 6.243.000 DAU 2 laporan Rp 6.867.300 
Kepolisian Negara Republik dengan Kepolisian Negara 
Indonesia, TN! dan Instansi Republik Indonesia, TN! dan 
Vertikal di Wilayah Instansi Vertikal di Wilayah 
Keca.mat.an Kecamat.an 

Belanja operasi : Rp 6.243.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 6.243.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

7.01 .04.2. 01 .02 Harmonisasi Hubungan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kee. Pandaan 2 laporan Rp 6.000.000 DAU 2 laporan Rp 6.600.000 
dengan Tokoh Agama dan Harmonisasi Hubungan dengan 
Tokoh Masyarakat. Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat. 

Belanja operasi : Rp 6.000.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 6.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokaai 
Target Capaian 

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

PROGRAM PENYELENGGARAAN Prosentase konflik SARA yang 100 % Rp 206.000.000 100 % Rp 226.600.000 
URUSAN PEMERINTAHAN diselesaikan sesuai 
UMUM kewenangan 

Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah Peserta yang mengikuti 200 orang Rp 206.000.000 200 orang Rp 226.600.000 
Urusan Pemerintahan Umum pembinaan wawasan 
Sesuai Penugasan Kepala kebangsaan dan ketahanan 
Daerah nasional 

Sub kegiatan Pembin.aan Jumlah Orang yang Mengikuti Kee. Pandaan 200 orang Rp 206. 000. 000 DAU 200 oron.g Rp 226.600.000 
Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Wawasan 
Ketahanan Nasional dalam Kebangsaan dan Ketahanan 
rangka Memantapkan Nasional dalam ron.gka 
Pengamalan Pancasila, Memantapkan Pengamalan 
Pelaksan.aan Undang- Pancasila, Pelaksanaan UUD 
Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahl.m Tahl.m 1945, Pelestarian 
1945, Pelestarian Bhinneka Bhinneka Tunggal 1ka serta 
Tunggal 1ka serta Pemertahanan dan 
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 
Pemeliharaan Keutuhan Kesatuan Republik Indonesia 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

Belanja operasi : Rp 206. 000. 000 

Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 206.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pemerintahan 80 % Rp 65.000.000 80 % Rp 71.500.000 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN Desa dengan Administraai 
DESA Desa yang Baik 

Kegiatan Fasilitasi, Persentase hasil Fasilitasi 80 % Rp 65.000.000 80 % Rp 71.500.000 
Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 
Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang 
Pemerintahan Desa ditindaklanjuti 



Urusan/ Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Kode 
Pemerintahan Daerah dan lndikator Kinerja Program/ Catatan 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kebutuhan Dana/ Pagu Inclikatif Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ 
Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Sub kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen yang Kee. Pandaan 36 dokumen Rp 60.000.000 DAU 36 dokumen Rp 66.000.000 
Administrasi Tata Difasilitasi dalam rangka 
Pemerintahan Desa Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa 

Belanja operasi : Rp 60.000.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 60.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -
sosial 

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

Sub kegiatan Fasilitasi Ju.mlah Dokumen Sinkronisasi Kee. Pandaan 18 dokumen Rp 5.000.000 DAU 18 dokumen Rp 5 .500.000 
Sinkronisasi Perencanaan Perencanaan Pembangunan 
Pembangunan Daerah Daerah dengan Pembangunan 
dengan Pembangunan Desa Desa 

Belanja operasi : Rp 5 .000.000 
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan : Rp 5.000.000 
jasa 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -

Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer : Rp -

Total Belanja operasi : Rp 7.501.296.300 
Belanja pegawai : Rp 4 .695.264.000 

Belanja barang dan : Rp 2.806.032.300 
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp -

Total Belanja modal : Rp 3.587.000.000 
Total Belanja tidak : Rp -
terduga 

Total Belanja transfer : Rp -

Total BelanJa PD : Rp 11.088.296.300 



BABV 

PENUTUP 

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 

Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Tahun Anggaran 2024 dibuat 

untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan 

tugas-tugas Cam.at sebagai perangkat Daerah, sehingga diharapkan 

dapat lebih meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di 

wilayah Kecamatan Pandaan. 

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan 

mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap 

aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di 

Kecamatan Pandaan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di 

Kecamatan Pandaan ini bersifat makro dalam rangka mendukung 

pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten 

Pasuruan secara keseluruhan. 

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN 

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Kinerja 

(Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: 

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga 

implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat 

dipertanggungjawabkan; 

2 . Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak 

yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk 

melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini 

penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini 

dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap 

pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam 

renstra yang sudah dibuat; 

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah 

dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang 

terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas 

yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari 



rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan 

pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya 

komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk 

memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai 

dengan rencana strategis yang telah dibuat; 

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT 

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Tahun 

2024 sebagai berikut: 

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah

ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja

yang telah dibuat;

2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian

sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan

penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu

dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin

pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga 

rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan 

bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama, sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan program - program yang 

dijalankan bisa tepat sasaran, optimal dan bermanfaat bagi masyarakat 

Kecamatan Pandaan. 

TELAH DITELITI 

Prjabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala 
Ba elitban da 
Camat Pandaan 

KabagHukum 

Sekretaris Camat 
Pandaan 

BUPATI PASURUAN,

         ttd.

M. IRSYAD YUSUF




